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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirst Tuban  Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya
sehingpa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Maluku
Utara, dapat tersusun dengan batk denpan memperhatikan masukan dari berbaeai pihak dan
berdasiarkan kebutuhan instansi Pengadilan Tinggi Maluku Unara,

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan berpedoman pada
Perauran  Menteri  Perencanaan Pembangunan  MasionalKepals  Badan  Perencanaan
Pembangunan MNasional Republik [ndonesia Nomor 100 Tahun 2023 temtang Tata Cara
Fenyusunan Hencana Strategls Kementrian/lembaga  twhun  2025-2029 dengan
mengacu pada Cetak Bira Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana
Strategis ini memuat tjuan, sasaran dan strategi Pengadilan Tingei Maluku Utara untuk 5
(lima) tabun ke depan. Dan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung BT Nomor:
#005/SER/OT1.O/X11/2024 tangegal 24 Desember 2024 lentang penvusunan dan
penvampaian dokumen SAKIP, maka untuk awal tahun 2025 yvanp disusun dan
diminta oleh Mahkamah Apung Rl, adalah mana Fancangan Rensira 2025-2020,
tentunys kedepan akan dirampungkan dan akan disesvaikan dengan Renstra 2025-2029 dari
Mahkamah Agung Rl

Di dalam Rancangan Rencana Stratezis Pengadilan Tinggd Maluku Utara Tahun 2025-
2029 menguraikan visi, misi, wjuan dan sasaran strategis, disamping ity juga menguraikan
stratet dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta targel yang akan dicapai pada
penode Tabwm 202532079,

Akhimya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yamg telah
berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Rencana strategis Pengadilan Tmpm Malukuy
Utara Tahun 2025-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantissa memberikan kekuatan

xepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukom vang berkeadilan,

J Felrug

Hakzman | 4
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BARI
PENDAHULUAN

1.1, KONDISI UMM

Pengadilan Tinggl Maluku Utara adalah salah sato adalah salah satu Pengadilan
Tingkat Banding dilinglungan Peradilan Umum yang mempunvar voridiksi Propins
Maluku Utara Pengadilan Tinggi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor |1 Tahun 2004 Tentang Pembentuban Pengadilan Tinggi Maluku Utora
Sebelumnya wilayah Maluky Utara merupakan wilayah hukum don Pengadilan Tingg
Ambxm, dengan adanya pemelaran, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon
dikurangi dengan deerah hukum Pengadilan Negeri db seluruh wilayah Propinsi Malulku
Uara, Kemudian pada tahun 2016 melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2016 tenlang
Pembentukan beberaps Pengadilan Megen yang dimtranya terdapal 2 Pengadilan
Negeri baru yang merupakan  pemekaran  dan wilayah huekum Pengadilan Negeri
Labuha, yai Kabupaten SulaSanana din Kabupaten Bobong,

Adapun. Pengadilan Megeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tingei Maluku
Utara, adalah

Wiyl Mo Pegadin Neger

. Pengadilan Negen/ PHU Tipikor Wilsyah Kota Ternate dan Kabhupaten
Temae Kelas 1A Halmahera B

3. Pengadilan Negen Soasio Kelas 1l Wilaysh Kot Tidors Kepulauan,
Kabupaten  Halmahera  Tengah  dan
Kiahupaten Halmabers Timur

4 Pengadilan Negesi Tobelo Kelas 11 Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan
Kabpaten Pulen Moot

4. Pengadilan Negen Labuba Kelas 11 Wilayvah Kabupaten Halmahera Selalan
4 Pengadilan Megen Sanana Kelas 11 Wilayah Kabupaten Kepulzuan Sula

6. Pengadilan Negen Bobong Kelas I Wilgyah Fboparen Fulan Talsby

RENSTRA PENGALELAN TINGGE MALLEL UTARA TAHUN 20052079
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Adapun Jumlah pegawai dan tenaga kontrak secara keseluruhan pada tahun 2025
pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapa dijabarkan schagus berikut

RENSTRA BTHGADILAN TINGG! MALUKL UTARA TAHLUN J0R5- M9



ROMPOSISL PEGAWAL

LAY JUNLAKH
{nussr phmplinin, tonegn teboris sl pelakssis dan tenips konirak)

- KETUA
- WAKIL KETUA -
- HAKIM 7
- HAKIM AD HOC TIPIKOR 2
- PANITERA 1
+ SEKRETARIS 1
PANITERA MUDA HUKUM 1
- PANITERA MUDA PERDATA i
< PANITERA MUDA PIDANA |
= PANITERA MUDA TIFIKOR I
- KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
- KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAFORAN |
- KEPALA SUR BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 1
«  KEPALA SUR BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN T1 I
- KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN |
- STAF PELAKSANA 16
= TENAGA KONTRAK |2

LI, POTENSI DAN PERMASALAIAN
it Kekuntan (strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Maluky Utera mencakup hal-hal yang memang
suchah diatur dalam pesaturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal ymge
dikembangkan kemsdian, mencakup

1 Merupakan voarposi (kawal depan) Mahkemall Agumg RI di wilayish
Proving: Maluku Usara.

HENITRA PENGADILAN TINGG! BAL UKL UTARA TAHUN T0H25: 2029
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Pengadilan Tinggr Maluku Utarn mempaken wnwr Forum Komunikas

Pimpinan Dacrah {Forkopimda) dan memiliki hubungan bak dengen

pemerintah daesah di Provinsi Maluku Utara

i Merupakan pensambilan keputusan dalam periimbangan koarir ipromosi
di mutasi) pegawal se-wilayah hukum Pengadifan Tingei Maluku
e

4 Adanya undang-undang vang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi

Maduky Utara selaku Pengadifan Tmgkat Banding

5 Adanya kemitmen dan Fimpinan.
6. Adenys Standar Operasional Prosedur,
7 Teloh terakrediiasi sertifikAs Mui Pengadilan Unggul dan tanegabl

CAMPLIHE dan telah mclek sasakan pembengunan zoni imegritas.
Adanya Standar Loyanan Pengachian,

i Admnye moviest berupa aphikesi-aplikasi lavanan pengadilan, bak yang
menyangkul core bisiress pada Kepantteraan maupan pada kinerja
pendukung di kesckretanatan, untuk Lsyanan internal meupun ekstemal

b Kelemalon {weakness)
Kelemahen-kelemaban yang ada di Pengadilan Tingg Maluku Utara dirines
dulam beberapa aspek ;
11 Belum efektifnya pelaksanan SOP -
Aparatyr peradilan dalam menjaloni tugas dan fungsi has dibuatkan
kaidah-kmdah vang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur, s
dengan tuntutan masysraked akan hodimya kepastian hukum, maka aparalur
peradilan dalam melaksanakan tugas dan fangsi harus menzibet norma-
formi yang ada dalam Standar Operasional Prosedur. Namun  dalan
pelaksanas nomma yang teruang dalam Standar Operasional Prosedur
tersebul  belum  sepenubnya  dapat  memenubi  wsian  masyesakal
dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenubnya sesuai dengan Standar
Operasional  Prosedur  yong  ada, nomun  juga  dikarengkan Standar
Operasional Prosedur yang ada, perlu dilakukan evaluasi karena kurang
sesual lag dengan aras don kondisi masyaraket peneari keadilan.
2} Teshatasnya kuantas Sumber Dave Manusia (SDM) pads Pengadilan
Tingzar dan Pengadilan Megen se-wilayah  hekum  Peagadilan Tinga
Muoluku Ukara

REMSTRA PEMGATILAN TIRGG! BAL UL LTARA, TAH L 201520240




Masih banyal Jebatan strukiural di Pengadilan Negeri se-wilayah hakum
Pengadilan Tinges Maluku Usera yang belum tensi, disebabkan kurangnys
staf pelaksana baik di Pengadilan Timgm Maluky Utare maspun di
Pengadilan Negeri se-wilayab bukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara

1) Terbatasnys kushias 5DM: Kualites pendidikan penjenjangan, pendidikan
dan pefatihan (Diklat) bagt pasa pegawai/pejabat, baik i Pengadilan Tinggi
Maluku Utars maupun di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Maluku Utara masih kuwrang

4) Terbatasnya sarong prasarana

Angparan yang diterima Pengadilan Tingzi Maluky Utera dan pusat belum
sesuan dengan rencana kebutulen yang diajukan. Hal tersebut berdampak
pedis sarana prasarans pendukung yang digunakan dalam pefayanan belum

memadai.

3} Berkurangnya volume Bimbingan Teknis Bimtek) renaga tekmis dan non
tekmis

Sejak tahun 2023 anggamn weluk kegiastan Bimtek pada DIPA Pengadilan
Tinggzs Maluku Utara mwla dikorang:, biasenya ada tigs kegiatan untuk
bimiek kesekretanatan Pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing hanva
ada situ kegntan, alabal adanya kebijokan penshematan anggaren dasi
pemesintah. Begitu pula pada DIPA 03 tahun anggaran 2025, hanya ada sate
kematan bamtek kepaniternan

e Pelunng (opporiunitées )

Berskut adalah pelvang vang dimiliki Pengadilan Tinggt Maluko Utara untu
mielakukan perbatkan yang ditinjau dan beberapa aspek -

1. Aspek Proses Peradifan

Dalam rangka pelisanaan transparns pelayanan publik, Pengadilan
Tinggi Maluku Ut sudah diduburs dengin media online vy dapit
dimanfarkan  oleh masvarakal pencan keadilan  dalam  mengakses
inforitast  Informast mengenm  proses  peradilan hingga  kegigtan
Pengadilan Tingai Maluku Utara tersapi melalui website:  wwwpt-
malukyutpragoid penvelesaian administrasi perkara banding berbasis
teknolegr informass mekalu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

REMSTRA PENGADILAN TINEG Bl USU UTARA TAHLUN 2025 2029




>

4.

{SIPP} vang tenintegras dengan éMa  perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama, publikas Putasan dengan program layanan ungaulan Ohe Dy
Prebfish melalu aplikass Dirckton Putusan, serta penanganan Pengaduan
secara online meclalui splikast Sisiem  Infenmasi Baden Pengawasan
Mahkamah Agung RT {Sivwas MARL).

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradifan.

- Tayangan Khusus kinegja untuk pegawai dan regulssi lemling,
kesejahteraan pelaksana tekmis peradilan adalah motivasi  kepada
apuratur peradalan dalam menimgkakan kinera dan pelayanan puldik

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan
oleh kementerian terkont maupun Mahkamah Agung Rl unsuk
memngkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,

Aspek Pengowasan dun Pemibimaan

Adanya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan vany diloksanakan secara
berkals dan Baden Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun dan
Dhrekteral Jenderal Badan Peradilen Umum serta sdanya Pembingan dari

Mahkamsh Agung Rl bak vang dildkukan secara owline maupun scoara
tatap muks

Aspek Teriih Adminivirasi dan Manajemen Peradilan

- DPukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Neger dalam
wikiyah hukum Pengadilon Tinges Maluku Utira

= Duckora Jenderal Badan Peradilan Umwm Mahkamah Agung K
setelal program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dirintis
sglak  tabun 2014, pada tanggal 30 November 2021 jelah
memberlakokan  program  sedifikAzi Mutn Peradilan Unegul don
tamggaH (AMPUH) yang  merupakan  program lanjutan  vang
berkesinambungan sebapai salah satu beatul pembinasn Direktosmi
leaderal Badan Peradilan Umum untuk peningkatan tenib admmistras:
dan manyemen peeadilan pada pengadilan yang berads di bawahnya.

IERSTRA PENGADILAN TINGGT MALLTELY UTARA TAHUN 2035240179




5 Aspek Sarana dun Prosicana

| Tersedvanya infrastrukive teknologr mformasi di Pengadilan Tingai
Mauku Utara berupn sambungan intemet dan perangkat pendukung
berupa janngan komputer yvang dopat dikembangken sesuar kebuiuhan
pengeunanmyiL

[ 2]

Tersedianya aplikasi-splikas ckstemal yang mendukung pelaksanzan
fugas di bidang Repaniteraan dan Kesckretariztan, baik dart Mahkamah
Agung BRI, Kementerian Kewangan BRI maupun Badan Kepeoawasan
Megam

i, Tantangan yvang dikadapi (frreaty)

1} hondisi geoprafis wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan
wilayah kepulauan dapa: mempengarubn proses penselesamn perkara yeng
sederhana, cepat dan biava ringan

2} Rekrutmen Pegawai dan pusat belum memenuhi kebutuban pegawai di
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negen se-wilavah hukum
Pengadilan Tingg Maluku Utara

31 Keterbatgsan mfrastrubtur di tempat kedudukan Pesgadilan Tinggi Malibu
Utwra, yaitu Sofifi schagai ibukota provinsi yang merupakan daerh
pemexaran dan sangat terbatas infrastrukiur senia semun pengurusan masih
harus dilaksanskan di Kota Tidore Kepulavan dan Kota Ternate, sehingsa
tnempengarubn Kinerja dan membutuhkan anggaran vang lehil

4) Semua kantor yang berhubungan denzan pelaksansan anggaaran, baik Kantor
Wilayah Perbendaberaan, Kantor Pelayanan Pajak, KPPN dan KPKNL
berkedudukan di Kotz Ternate vang terpisah pulau, sehingga menyulitkan
untuk berkoordinas:

2} Terbatasnys Anggeran yang diberikan pusat untuk pengadaany barang dan
jasa. schinega belum bisa memenuhi kebutchan sarana dan prasaran;
Pengadilan Tinged Maluku Utara, yang berpotensi mempengaruh kinega
Pengaditan Tinger Malubu Ulam

&) Fransportast pegawa menggunakan moda transportasi laut dengan tingkat
biya dan reatang behoya yang cukup tingm, achingga mempengandhi
kesejahteraan dan keselamatan pegawai datam melaksangkan tugas

RENETIA FERGADILAN TIMNGGE MALURL UTARA TAHUN 20052055




7} Terbatesnya kemampuan sebaoian para pencan keadilan untuk m_ual-:s.q:
sezaln  informasi peradilan melalui fasidias wknologi informes).

B) Kurangnya kesadaren hukum sebagion masyarakat

9) Adanya keterlambatan pengeiiman din ketidaklengkapan berkas banding

vang diterima dari Pengadilan Pengaju

| Adanya kersguan masvarsker terhadap kemampuan  Aparatur  Peradilan
Urnun, khususnya dalam penmganon perkorn Tipikor,

1.3, Kebotuhmn dan Harapan Pihak Berkepentingan

Ma.

Pitink

M eliulenm dan
Hyrmpan

Herkepinn
FTTT

Masyarakat

Putusen memenuhi rasa
keadilan

keadilan

Hixsil Produk
pengadilan diterima
tepat waktu

Persidangan perkasa
tepar wakiu dan
U EnspEmn

Biaya perkara
terjanghau

Perkura yang
dimohonkan  Banding
dapat segera (cepat)
diputuskan

REMSTHA PERGALILAN TINGGT MALUEL UTARA TAHUN 20253129

Sirateph O rgnolom) Menenil)
Kebatahan dun Hampan

Dilakukan pembinaan den diskusi secara
berkala secara simultan kepads apasatur
pengadilin,

Penciapan, Pengembangen, dan
permantauan pelaksanain SOP bidang
kepamitersn begalan sesuar kelentunn

Peneiapan, pengembangan, dan
pementauan pelaksanaan SOP bidang
kepaniteraan benalan seswsi ketenluan,

Perhitungan biaya perkara berdasarkan
padia peraturan perundnngan vainge
berlaku.

Penggunzn SDM yang kompeten,
penetapan dan pengembangan SOP
bidnng kepanilernan dan bidang
kesekretaniatan, peneripan teknologi
informasi yang handal untulk -
menduking layanan masyarakst yang




E

Mahkamah

£

Difjend.

Pesadilan

Pengadilan
Tingg:
Saluku
Utara

Momitonmg informas
perkara permehonan
banding

Menngkatkan realisas:
anggiran DIPA 01 guna
perbaikan dan
pemenuhian satuna dan
Memberikan laporan
admEnistras) wmem yang
akurai

Terserapnya realisasi
enggaran DIFA 03 guna
penmpkaton kunditas
Penyampaman  laporan
perkara secars tepat
Pelayanan di bideng
keschretaristan dapat
dilakukan dengan cepat
don topat wl:u..;
Pelayanan dalarm
penanganan perkara
banding dapat dilakukan

“dengan cepat dan efekiil”

Adanya Keordinasi,
pembinzan dan
Adanya koordinas: yang
baik dalam pelaksanaan
kegiatan moupun dalam
penyampaian laporan
keuangen kepada
Koarwil

RENSTHA FENGALILAN TINGGI BAALUKU UTARA TAH UK 3251030
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Peringlatan dan pengembangan
Teknologn Informase (IT), Memberikan
informasi secara jelas kepada pencari
keadilan

Mengaukan usulan anggaran secarn
wniens dan hicrarkis

Membuat Iaporan administas umim
secara shural dan  pepat waktu

Mengajukan usulan anggaran DIPA
03 secarm intens dan hierarks

Membust laporan  perkara secara
fepat wektu

Penetapan, pengembangs, don
pemantzie implementasi SOP bidang
Kesekretaniatun

Penelapan. pengembangan, dan
pemantign mplementas: SOP badang
Koepaniteraan

Peloksangan Rapat Kordinas secara
berkala

Meclakukan komwmkasi dan koordmas:
seepra intensif dalam penyampaian

laporan



Pelayanan
Perbendah

Pesscarnn DIFA dan
2a)i pegawal
danomerasi melalu
bank BRI

Menmgkatnya
pengriman dan
penenmaan dokumen-
dokumen berkaian
dengian kesckretariatan
den Kepamnteraan
Mendapatkan pelayanan
dzn kepastian hukum
hagi kliennvn seedra
cepat dan tepat

Menjod
prerantara’meveikil
para pihak

Penetapan aset BMN

Pemjualan asset secara
lakany

Menyvampaikan

rekonsihas penyarapan
dmpuaran secars aburat

REMSTRA FERGADILAN TINGG MALUKLI LITARA TAMUN 20052074
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A

Melokukan pencairan dana  APBN

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan pefaksanaan SOP bidang
persuTmn

Menctapkon syarat bag kelancaran
Jalnnya persidangan dengan penyiapkan
softcopy gugatan/permohonan,
gawaban, replik, duplik dan kesimpulan

Menetapkan kelengkapan svarar bagt
seorang Advokad Pengscarg uituk
mewakili kliennya di Pengadilan sepert
surat kuasa, kar Angeoia dan Berin
Acara Penyumpahan

Meningkatkan SDM bagi pengelols
asset untuk divenvikas aleh KPKNL
dan peningkatan pemantaisan
pelaksansan SOP bidang Umum

Terselenggaranya pelaksanaan

Ekzekus lelong

Memuat dekumen pencaitan secara telitl
dan fepat waktu wniuk verifikas: dan

-disetujun PPN

Meningkatkan pemantauan pelaksangan
S0P bidang umumn dan Keuengan
beralan sesum ketentuan

1



Menyampabkan
erencinaan angarsn
secarn akurat dan tepat

ﬁ‘_ s
"

-
P =

Membisat perenconpan dan
melaksanakan perencanazn anggarin
yong sudah ditirgetian

Menyampaikan laporan  Menginventarisasi BMN  dan

pengunzan BMN memanfaatan secprn tepat guna

secari akuntabel

Membenkan  data Pemantauan pelaksanzan SOP bidang

veny akurat bagi PNS kepegawann benatan sesua ketentuan

yang akan memasuki

5 penson

Koordinasi vang baik Melakukan koordinesi secora berkala

dalam pengefolzan dengan BKN Regional V

Kenaikan Panghat,

Pensiun, Kartu Pegawa,

Pelayanan jaminan Meningkatkan kerjasama dan kordinasi

kesehatan para pegawar  untuk pelayanan jaminan kesehaian bag

melalui Badan peLawat

Penyelenggara Jaminan

Sesial (BPJS) Kesehatan

Pembayaran Pajak tepat Meningkatkan pemantauan SOP bideng

waktu keuangan serta menmgkotkan kualitas
SDM dan mtensifkan pengawasan bak
dalam dan luar kedinasan

Pengukuran batas-batas ~ Melakukan koordinasi secarn berkala

objek sengkedn berupa

tanzh melalui Badean

Pertanahan Negara

(BEN)

Pembayaran listrik tepat  Melakulian koordinasi secara berkala

watku

RENSTHA FENGALELAN TINGG! NALLIEW UTARA TAHLN H)I5-2029 11

““



(BN PT.

Sekolah
micerengaky

Sekolah
Menengah
Penyedia
Barang
dan Jusa
Pengadilan
Tingis
Permenintah
Propinst
Maluku
Ui
Danas
Pemadam

DFR RI

Pembayaran Jasa
telekamunikas tepat
wakiu

Pembayaran  air
PDAM  tepat waklu

Tersedianya SDM vang
berkualites dan siap
kena (magang)

Tersedmnya SDM yong
berkualitas dan siap
kerja (PRAKERIM)

Pemenvhin  Dareng
din  Jasa Penyedia
Barang dan Jasa

komumikast dan
Koordinasi vang bak

Terlaksananya
sosnalisasi
penanggulangan
benciana kehakaran
Melakukan founjungan
kera reses

REMITIA PENGATILAN TRNGEGMALUKL UTARN TAHLN 2025-3079
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Melakukan pembehan paket intemet
vang memadai

Medakukan koosdinas secara berkala
Menjalin komunikasi dan kega sama
antas lembaga‘instans: dengan bailc

Menjadin komunikass dan kesjn sama

aniar lembaga/instansi dengan bak

Melakukan Koordinasi dan keasama
dengan penyedia barang dan jasa

Meningkatkan  kegasama  den
koordinasi melalu Forkompirmda

Melakukan koordinas: secara berkala

Terlaksannya pengawasan dan sekaligus
menyerap aspirasi baik dari warga
peradilan maupun masyarakat umum
terkat pelakeannan tuss peradilan.
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~ Kementeri  Terlaksananya Kerja Kegja sama Dermi fereapainya target
an Hukum  sama dan singergitas kinerja penyvelenrggaraan pelayanan
dan HAM ving lebih baik publik di bidang hulwm dan hak nsasi
manusia di bidang peradian

BEN Rl Terlakasananya Melakukan kerjasama yang baik dem
kerjasama layanan tercapainya selureh urusan yang
terkail dengan berkaitan dengan hak-hak kepegowaian
kepegawaian

kPRI Penymmparan LHEPN Penyampaian LHKPN Penvelengeara
penyelengiara negars Megara tepat wakiu

REMSTRA PERGALILAN TINGGE MALUKL UTARA TAHUN 20053079 13
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L1 VisI

LRI THA FENGATHLAR TG

BAR NI
VISI-MISL TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Maluku Usara sebagai badan peradilan yang berada

dibawah Mahkamah Avung Republik Indonesia memiliki visi sebagai berkut:

“Terwujudnya Pengadilon Tinggl Maluky Utara yong Agung®,

Dalam rangka mewwudkan vis tersebut maka diladkukan usaha- ussha perhaikan
sebagm benkul

s

i

9

il

Melaksanakan fungsi kekuaszan kehakiman secara independen, efekeif. dan

berkeadilan.

Didukung  pengelolaan anggaran berbasis kinena secarn mandin yang

dinfokasskan secorn propessional dalam APBN,

Memiliks strukter orgonisast yang tepat dan manajemwen orzanisasi yang jelas

dan terukur

Menyelenguarabon  manmemen dan  administras: proses  perkara ying
sederhann, coput, tepat wektu, biaya musah dan terjang ki

Mengelola swrana prassrana dalam rangka memdukung  lingkungon
kena vang aman, nyaman, dan kondusif  bagi  penvelenggaraan
[reraclilan

Mengelols dan membing sumber dava manusia vy kompeten dengan

criteria ohyeknf, sehingga tercipta personil peradilan vang berintesritas dan
profesianal

Midukung  pengrossan secara efekaf terhasiap perilaky, administrisi, dan
Jalmnya peradilas,

Berorientast pada pelayanan publik yang prima.

Menuliki manapemen nformas: yang menjamin akumiahilitas, kredubsilites,

dan transparznsi
Modemizsas: dengan berhasis Teknologi lifermasi terpadu,

Visi i divakini akan dapa memotivasi apurntur  Pengadilon Tinges

Maluku Utara dalam setizp tindekannyva, untok Jangka wokiu 5 (lima) tahun

1l WIALOEL UTAMA TAFUMN 2025- 2070
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MENSTE

1.1,

kedepan). Schagar bagian dan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI,
Pengadilen Tnggs Maluku Utara berkewagiban untuk mewijudkan pencapaian visi
tersebut, sehingea dalam implementasinga, Pengadilan Tinggl Maluku Utarn
ungeal mengedops via dinaksud kedalam Rencana Straleygismiya.

sl

st merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi vang telab ditetapkan
dapai tercapai dengan bak Mg menggambarkan hal-hal vang harus ferlaksana,
schingea hal-hal yang masih absirak terhhat pada visi akan lebih konbait terlihat
pada misi. Dopie dikatakan babwa misi adalah mengurai dan memperjelns visi.
Dalam proses perumusennyn, misi harus memperhatikan funtutan lingkungan
sehimgga dapal berorientosi kepada kebutuhan PENEEUND ja50 orasnsast afay saluan

kena

Viss yang telah diromuskan oleh  Pengadilan Tinewi Maluky  Utars
sebagaiman tertulis pada Bab sehelumnya menjadi kewajiban untul mewuudkan
pencapamnnya, demikien pula halnya dengan misi sehingga Rencana Siratogis
Pengadilan Tingz MalukuUhara tidak keluar dasi permyataan misi

Misi Pengadilan Tinggt Maluku Utara ditetapkan dalam Alempat) rumusan sebazar

bertkut:

I Menjoga kasandinan Badan Peradifan.

(3

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Lepada pencert keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan  Pengadilan Tinggr dan  Pengadilan
Negeri sewiloyah Pengedilan Tinggi Maluku Utara

4. Memngkatkan kredibalitas dan transparans: Pengadilan Tineei Maluku Utara
dan Pengadilan Neger sewilayah Pengadilan Tinggi Maluky Ulara,

2.3 TUIUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sehagan penjabaran lebih lanjut dan visi dan misi tersebut, maka selanjutnya
dirumushan wjuan yang merupakan soatu kondis yang ingin dicapar dalam jeneka
waktu lima tahun. Perumosan tjuan mi ditkuti dengan penetapan strategis sehagn
cirn untuk mencapis ujuan, Sirateg) yang ditetapkan meliputi program-program

L5 PENGRIHLAN TINGG! MALLIKL UT SRA TAHUN 2075 309
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1.3.1.

vang dijabarkan kedalam kegiatan- kegiatan, antma tejean dengan program dan
kegiatannya horus memlike kerangka dan keterkaitan yang logis schingza
eberbasilan pelaksanzan kegatan akan menentukan keberhasilan pencapaian

ELjugn.
TUIUAN

Dalam rangka mencapar visi dan misi Pengadilan Tingei Mabuks Utara
sepert yang dikemukakan terdaliule, maka vis dan mist tersebut haros dirmmueskan
dalam bentuk yang lebib terarah dan Operasionel berupa perumusan tujuan
strafegis fuirmiegie pools) organisasi

Tujuen stratemrs merupakan penjabaran stav implementasi dan pemyataan
mest yang akon dicapa atau dihasilkan dalam jengka woktu 1(5a) sampa 5
(hima) tahon, Pengadilan Tinggs Maluku Utara dapat secara tepat mengetahu aps
yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi  visi misnye  wntuk
kunm waktu saty sampar lima tahun kedepan dengan diformalasikannya tujean
sirategis i dafam mempertimbangkan sumber doya dan kemampuan vang
dimiliky. Lebih dari e, perumusan tujuan strategis i juga akan memunzkinkan
Pengadilan Tinggr Maluku Utara entuk mengeker sejauh mana vise dan misi
organisess. Uniuk it agar dapat dukuor keberhasilon organisasi di dadam mencapa
tujuan stratemisnys, setiap tujuan  strategis yang ditetapkan memiliki
indikator kinega fpegormance indoaior] yang terukur. Rumusan fupuan
tersehuot dapat divrakan sebagm barikut:

L. Terwujudnya keperzayaan publik ats layanan peradilan

2. Terwujudnya dukungan pelaksanzan wigas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
negen Scwilavah Pengadilan Tinee Maluku Utara

Drengan sdikator tupuan sebagai berikut

RENSTHA PENGALOEAN TINGG] MALLEL UTARA TAHUN 20352120




Tabel 2.4 Tabel Tejurn dan fndikator Kinerja

| ETH TR

T it Kinerfi

Persentase perkara yang diselesaikan

kepercayaan tepar wiskiu
ublik  ates .
¥ Persentase kepuasan  para  pencas 160%%
layuran ;
keadilan terhadap layanan peradilan
peradilan
Persentase  satwan kerja yang telah 000G
memiliki sertifikas akreditas
Terwupudnya  Persentase pembinaan bagi  aparstur L 06 &
dubungan bekrns
pelaksanzan .
o Sewilayah Pengadilan Tingg: Maluku
UiE
Pengadilan Fn:ra.-lnlma lpem'hmun aparatur  non 100 e
Tiigg A teknis peradilan
Pengadilan Persentase pelaksanaan pengawasan 100 %
qum kinerya aparal peradilan secara optimal
sawilayah
Pengadilan Persentase tranparans pengelolasn 100 %%
Tinge SDM, Keuangan dan Aset.
Maluku [iam
132, SARARAN STRATEGIS

Sesum dengan arah pembangunan bidmg hukum yang terivang  dalam
RPIMN Tahon 202520429 dan sasaran sirmtegis  Mahkamah  Asung, maka
Pengadilan Tingzs Maluku Utara menctapkan sasaran strategis sebagai berikut
1) Terwaupdnys proses peradilan yang pasti, iransparan dan akuantshe]

2 Peninglostan efektrvitas pengelolaan penyelesaian perkarn,
Sasaran sirateges tersebut dijabarkan dalam Kinega Utema dan Indikator

hinena Utama sebagm alat wkur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja
Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut

REMSTRA PENGARNLAN THG ST MALUEL UTARKA TAHLIN 20352009
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Taabel 2.2 Tubel Kinerja Utama dan Indikator Kinerju

Kimer]u Linma Tnstihator Kinerfa

L.

Terwujudnys: Prosés Persentase  perkarn  yang 10084
. disclesaikan tepat waktu
Peradilan yang Pasu, ; .
transparan dan Akuntabel Persentase porkara yang Tidak 179,
Mengajuken Upava Hukum
Index  responden  peneari Ggoy,
keadilan yang puas
B Peninstaton Efektifias Persentase salingn  putusan
Pengelolaan Penyelesaian  yang dikinim ke Pengadilan Ho0%
Perkara Pengaju Tepar Wakiu

Tuwuan dan sasaran yang ingn dcapai dijabarkan  dalem  program-
program yang selanjutnya dyabarkan lam ke dalom kegistan-kegiatan, Program
dan kewatan i merupakan rencana terpadu dengan mempenimbangkan sumber
daya dan keadaan lingkungan  Program merupakan kumpulan kesiatan vong
sisiematis dan terpady, sedangkan kegistan merupukan tindakan nyida yone
dilaksanakin sesnai dengan program yang telah ditetaphan Kegiatan merupakan
wtik awal menuu pervajudan visi dan mise Untuk mensukur keberhasilan
program  dalam  pencapaion  tujnan  ditetapkan  indikstor  kinerja Ukuran
keberhasilan ni bersifar spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berangka
wikie Indikator kinena mencerminkan outeome (haal) kematan-kegistan . Pada
tingkatan kegiatan andikator kinena mempakan outget (keluaran) Mengingat
antarn kegiatan, program dan tojusn, babkon visi dan misi memilski keterkartan
yang lows, moka keberhasilan peocapasan tngkst kinena oulput :Lihamp'.lmn
mencerminkan  keberhnsilan  pencapasan haml sau  manfast, Masing-maseng
inchkator yang terpilih dilengkaps dengan target-target kuantaatf

Dalam qabun 2025-2029  Pengadilen Tingg Maluku  Utaras  akan
melaksanakan dua program yang kemudian dijabasdan lebih lanjut ke dalam
beberapa kegiatan, program dan kegiatan dimaksad adala

. Program Pencgakken dan Pelayanan Hukum
= Penimglkatan Mongemen Peradilan Ui

RENSTHA PENGALILAN TINGGT MALUEL LITAR & ThHUN 2075 3179 18
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= [Indikator Kinena
a).  Perkara Peradilan Unwom yang disclesukan di tingka
pertame dan banding vang tepat wakt
b Dukungan Penyclessian perkara di Pengadilazn
el Peningkaion Manajemen Yustisial

2 Frogram Dukungan Manajemen

% Pembinaan Admimstrasi dan Fengelolaan Kevangan Pangadilan Tinggi
Malukoo Uliara
< Indekator Kinerja :
a Lavertan Linmum
b Layanan Perkantoran
c. Layanan Saama Imernal

BRENSTRA PENGADE AN TINGG MALLED UTARA TAHLEN 2352004 16
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ER

AEMGTIS MERGADE AR

TINGG! MALLIKL UTARS TAHLIN 20252009

BAR NN
ARAH KEBLIAKAN, STRATEGL KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBLIAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAN AGUNG RI.

Araly kebrijakan dan sirategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 drtetapkan
berdasarkan arah kebyakan dan  strateg pemerintah. areh kebijakan
ditclapken setelah dilakukan evaluas atss eapaian keberhasilas arah kebijzkan
rencana sirateges perode 2013-2019 Sebagal informasi keberhasilan Mahkamah
Apung ferkail dengan percepatan penyelesaian periar, penyelesaian perkara
secard sedethana, murah dan biava ringan, pos baniuan habkum, FeAtOnaive jlsloe
dan sistem peradilan pidana terpadu sebaga berikut

* Penyelesainn Perkara

Capman penyelesaian Mahkamah Agung dwraikan berdasarksn trmzkatin
peradilan, yaste penvelesaian perkara pada Pengdilan Tingkat Perizma, Pengadilan
Tingkat Banding dan Mabkkamsh Agung, behan perkara vimg harus diselesnkan
terdini dan sisa perkara tabun sebelumnya dan perkara visg ditenma para tahun
berjalan. Beban perkars vang harus  diselesaikan Pengadilan  Megen  se-
Indonesia  dai  whun 20052019 adalah  sebanyak 23 850840 perkiza,
terdin dari perkara vang diterima pads tahun bepalan sebanyvak 33 82 720
perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebamyak 34129 perkar

Beban perkara yang hams diselessikan Pengadilan Tingm se-Indonean
dart tahun 2020-2024 adaloh sebanyak 73328 perkars, terdini dari perkara vang
diterma pada tahus berjalan sebanyak 71 286 perkara distambah sisa perkara tahum
sebefumnya sebanyak 2042 pericara Perckara vang diselesaikan sebanyak 68 937
perkara sau 94%, sehingea terdapal sisn perkara sehosar 4,40 pecknra atau 6%,
dan penvelesaan perkera tersebut.

Beban perkara Kepaniterzan Mabkamsh Agune sbun 2020-3028 adalah
sejumlaly 93,663 perkara terdin dan perkara yang diterima tahun berjalan sehanyak
80,637 ditamboh sisa perkara tahun sebelumnya sehanyak 13026 perkara
Perkera yang  berhasil  diselesaikan seumiah 93 446 porkarn sau 99, 76%,
sehmeoa terdapat wsa perkara sebesar 217 perkera atau 0,33%,




* Proses berperkars yang sederhana, murah dan biayn ringan

Dalam rangka mewuyudken azas sederhona, mursh dan biaya ringen,
Mahkamzh Agung R1 mengeluarkan Peraturan Malkamah Agung Nemor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cra Penyelesaian Gugatan Sederhans pada tmggal 7 Agusius
2015 penyelesman perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada
diantarmyn, yaitu gugatan tersebut merupakas gugatan dengan nilar maters|
maksmal Kp. 200 000.000,- (dua ratus juta rupizh), para pibak haros berada datam
dormisili wilaynh hukom vang sama, wektu ponvelessian tdak bolech melebih 23
(dua lima) han. Jumlah perkara vang diselesaikan melalui Sorall Clain Courd pada
lingkungan peradilan wmum tohun 2020-2024 sebanyak 14570 perkara, pada
lingkunpan peradifan apama sebanyak 12684 perkara

Disamping ita Mahkemah Agung (MA) teloh  meluncurkan pplikass
edministrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA
Mo, } Tehun 2008 jentang Pedoman Administrasi Perkara d Pengadilan Secara
Elcktronik yang mengatur mulai dari pengguna fayanan administeasi perkara,
pendaflaran  admmsstrasi pedkara, pemangeilan para pihak, penerbitan salinm
putusan, dan tata kelola admemistrast, pembayaren biaya perkara vang selurdhnya
dilakukan secara clektromb/online saat mengajukan permohonanisugatan perkara
perdata, agama, tala usaha negara vang berlakn masing=masing lingkunzan
peradilan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, eept dan biaya
ningan, Mahkamah Agung kit mengembanghkan splikasi e-Court ini dengan fitur e-
Lingasi, sehingga semua proses penyelesaian perkarn dopat dilakukan secorn
elektronik 1anpa hadmmya para didepan pengadilan. Aplikas e-litigas tudok hanya
diberlakukan dalam pendafisean perkarn, pembavaran posjar dan pangeilan para
pehak, tetape diberlokukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jingweb,
pembukiizn, dan penyampaian petusan secar elektrenik,

= Pembebason Biaya Perkara. Pos Bantuan Hubum, Sidang di Luar
Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan  Biaya Perkora adalah  sebuah  layanan  ditma  negora
menanggung biaya proses berperkara o pengadilan. Pada tahen  2020-2024,
Pengadilan  Umum  berhasil menyelesarkan 6 797 parkara, Pengadilan Agema dan

GaLAN TINGET MALLIEU UTARA TAHUN 20752023
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Mahkamah Syar'ivah berhasil menyelesatkan 81 802 perkara dan Pengadilan Tata
Usaha Negara berhasl menyelesmkan 47 perkara

Pemberian layanan melahn Pos Bantan Hukum bag para pencan keadilan
lerutama bagr mereka yang fidak mampu karena melals program ini masyarakat
dapm memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi. konsultas dan
advis hukum seria pembuatan dokumen hukum yang dibutshkan dalam proses
penyelesatan perkara, tahun 20202024 wntuk Imskungan peradilan umum beshasil
membenkan jumlah laysnan kepada 34007 orang, sedanghkon di tahon 2024
peradilan wmum  berhasil memberikan  BO066 jam  layanen, Di hmgkungzan
peradilan agama dan Mahksmah Syanah berhasil memberikan layaran kepada
T3T 182 orang, sedangkan peradilan tata wsaba neswa berhasil memberikan
layanan wmiok 1173 orang

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar
negen jumlahnyas cenderung memnekat dan tahun ke tahun Untuk limgkungan
peradilan wmum  jumlah  perkara yang  disclesaikan melslui sidang  diluar
pengiEhkan dan tabun 2020-2024 scbanyak 83419 perkara Sedinpkan di
lingkunzan peradilan agams sebanvak 256,348 pertkarn dan peradilan milier
schanvak 1.000 perkara

#  Revtorotif Tuxtice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak bary, salah saty bentuk
pembahamian vang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang
hukum padana dalum perspekif dan pencapaian keadilan kepada perbakan maupun
pemulihan keadaan setelah penstiwa, pada saat ink resoriive justice penda
umumnya menyengkut perkara pidana anak dimana  menempaikan anak  pelaku
kejshatan sebagm korban Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Mosmer 4 Tohun 20014 tentany Pedoman Pelsksanaan Diversi dalom Sistem
Peradifan Pudana Anok,

Poin penting PERMA tersebut babwa Hakim wagib menyelesatkan persoalan
ABH dengan acoma Diversi yamg merupakan prosedur hubum vame masth har
dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana & Indencsia Dresamping i juga,
FERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang mengadi peganzan hakim
dalam penyelesaian pidana anak mengingal belwm ada regulasi yang el

hukum acara khusas divers: Sistem Perachlan Prdana Anak.

AENSTRA PENGARILAN TINGGT MALUEY UTARA TAHUN 20357029
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sesunggubnye, divers dapal juza dizambarkan sebogai suaty sistem dimana
fsilitator mengatur proses penyeleswan pihak-pihek yang bervkan untuk mencapai
penyelesaan yang memuaskan sehagar keedilan restoratif

o Sistem Perudilanm Pidana Terpadu

Ststem persdilan pdana terpadu (SPPT) yvang dibangun Mahkamah Agung
diawall dengan perukoran data perkara pedana antara Kepaniterann  dengan
Lembaga Permusyarakaian, periukaran data tersebut melipati pemberitaliuan adanys
permohonan kasast dan penetspan perpanjongan penshanan, Mahkamah Agung
Selama s pembertahuan fersebur dilakukin melalul favomile, namun dengan
discpakatinya sistem peradilon pidana terpadu maka  pemberitabuan dapat
dilakukan melalui aplikasi perukaran daia

Sustem Peradilan Padana Tepadu mula tahun 2016 telah berkembang
dengen i sepakatinga Nota Kesepahaman pelcksanaan Sistem Peraditan Pidana
yang Tempadu aniar aparat penegak hukum yang melibaikan Mahkamah Agung,
Kemenke Bidang  Polhukkam, Polri, Kemenkorminfo, Kementerian D
Pembangunan  Daerah Tertmgzal dan Trimsmigras, Lembaga Sandi Negara
{Lemzaneg); dan Hadun Perencanasn Pembangunan Masional {Bappomas) vany,
dafum  pelaksonasnnva dismenzikan dengan aplikasi MANTRA i Manajemen
Integrassinformas dan Perfukaran Data). Sesuai dengan arah pembangunan budang
Bukur yingz tertuang dalam RPIMN tahon 2020-2024

Untuk mewwudkan Vist Mahkamah Apung terwagudnye bBadan Perndilan
yang Agung, Mahkamah Agung Menetapkon Sasaran strategis, sebaga beriku

I Terwajudnya proses peradilan yang past, ransparan dan akuntabel

(=]

Pemingkaton efektivitas pengelolaen penyelesaian perkara

i Meningkataya akses peradilan bag masyamkat miskin dan terpingzitkin,

ol

- Meningkatnya keparuhan terhadap putusan pengadilon.

Dengan sasaran stratepis di atas Mahkamah Asung memiliki arah kahipnkan
sebagai berikut;

®  Penguatan penvelesaian perkara teps wakiu

& Pembotasan perkara kasas,

REMNSTRA FENGADMLAN TIMNGGI MALL

AU UTAEA |AHLUN 20252025
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o [roses berperkara yang sederhana dan murah

&  FPenguatan akses peradilan (prodes, sidang kelifing, dan posbankurm)
®  Penguatian akses penyelesan perkara permohonan ientitas hukum

® [lenyempumaan peterapan sistem kamar

e Pemngkatan penvelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative,
& Hak up materil

o Pengustan lembaga eksekus

8 Keherdanyuton -y

« SPPTTI

*  Pomingkatan pelaksanann pembinaan bogi spars tenaga leknis di lingkungan
Peradelen.

& Pepingkaian hasil penebiien don  Sember Daya Manusia  Mahkamah
Apung yang berkualitas

® [eningkatan pelak sanaan pengawasan kinerja apamat peradilan secara optaal,
&  Peninghkatan ranparans pengelolaan SDM, Kesangan dan Aser
1} Pengontan penyelessinn perkara tepat waktn

Mahkamah Agung telsh mengzlusrkan rezulasi jangka wakiu penyelissainn
petkary bak pada tsgkat Kasasi den Peninjauan Kembali mimspun penyelesaian
pericars pada Pengadifan Tngket Penama dan Pengadilan Tingkat Bamding
Regulasi penyelesaian perkara uniuk pengadilan tmghat pertama dan pengadilan
tngkat banding teruang dalam Surat Edaran Mahkamah Apung R] Nomor 2 Tahun
2014 renrang Penyelesmian Perkara di Peagadilen Tingkat Penama dan Tinukat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungen Peradilan dinvatakan bahwa penyelesaian
perkara pada tingkat pertama paling loma dalam jangka wakia 5 bulan, sedang
penvelesman perkara pada pengaditan tingkat banding paling lambat dalam Jangka
waktu 3 bulan, tenggong wekes tersebut sudah termasuk penvelesaian minutasi
berkas perkara. Dalam sangka optimalisasi pelaksanazn sural edaran tersebut maka
untuk: pengachlan tingkat peroma apabila penyelesaian perkara melebihi tesigpang
wakiu 3 bulan maka majelis hakm haros melaporkan kepada Kea Pensadilan
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Tingkat Pertma diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang
uniuk peryelesman perkara tingkat banding apabila melebili tengmang  wakiu 3
bulan maka mayehs hakim hanes melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingknt
Banding dan diteruskan kepada Kewa Mahkamal Agung Sementara regulasi
penyelessian perkara untuk tingkat Kasas dan Peninjauan Kembak tertuamg dalam
Surdt Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2140KMASKXIIZ014
tenteng jangka wakitu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur
penanganan perkans kasass den peninjauan kembali pada Mahkamah Agung hans
diselesatkan dalam jangks wakiu 250 hari techitung mulai penenmazan berkas
perkara hingia penginman kembalr berkas perkara ke pengadilm pengaju, agar
surd keputuzan tersebut dalom berjalan dengan efekil’ dan efisien maka harus
dhidbung dengen pevyusunan standar Operasional prosedur, pemanfantan teknolog
wiformist perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan
wiformas gangka wakis penanganan perkara wotuk dilaporkan kepads  Kewa
Mahkamah Agung secara berkala Dalam ranpka  terwaijudnva perceptn
penyelesuan perkora Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa
melakukan evaluasi seeara rutin melalui laporan perkara

Disamping regulast  penyelesman  perkara,  Mahkamah Agung  membuai
terobiosan uniuk penyelesaan perkara perduta yang memenuhi spesifikasi tertenty
arar dapal diselesmkan melalui smalf olimim conery sebasaimana tersebut dalam
Peraturan Mahkamah Agung Persturan MA No. 2 Tahun 2015 lunteng Tata Cara
Gugatan Sederhana ataw disebut somalf claim conrt, gugatan perdata nngan dengan
proses ponyelesman copat sinall claten conrt i dalam rangka menyongsong e
perdazengan bebas ASEAN 2018 vang diprediksi soan banvak  memmbolkan
senghetn perkara-perhars nisgabisnis skala keeill yang benspung ke pengadlan
Dengan sweall claim conrt akan dapat mempercepat proses penyelesman perkorn
sestal asas peradilan sederhana, cepat, biaya mogan. Selama ini - masyaraka
pencari keadilan masih mengekihkan lamanyva proses berperkara i pengadilan,
dengan sdanya penyelesaian perkara melalut xamall chaim conrs maka kehihan akan
lamanya  proses penvelesaian perkarn akan  bisa segora  tercelesmban  dan
mewiejudkan negara demobrast modern dan meningkatkan ptiayanan terfbaik bam
masyarakal pencart keadilan. Dengan adanya penvelesaian perkara melalui sl
cheim conrd, perkara perdots kectl vany nilai gugaran maksiml Rp200 juta ndak perl
digjukan banding atay kasasi karena putusan pengadilan tingkat perama sebaga
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pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tusgeal
Jangka waktu penyelesaian perkasa ini tidak lebih dari 23 hari sudah dipetuskan.

Selam nu, dua jems perkara vang tidsk bisa diselesaikon dalam small ¢t
conerl yakmi perkars yang penyelessian seagketanya dilakukan melalu pengadilan
khusus dan perkara sengketa hak atas tanzh. Sistem ini mengena! disnissal pProcess,
dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilar dan  menendukan
apakah  perkara  terscbul  muasuk krena gugatan sederhana Apabila hakim

berpendapat perkara bukmnlah gugstan sededhana, maka dikeluarkan penetipan
perkara tidak berlanjut

Terkast putssan akhir small chwing conrr, para pihak dapal mengaukan
keberatan paling lambal tujuh hain setelah  putusan diveapkan atan  setelah
pembentshuan putusan. Keberatan in diputus mojelis hakim sebagai putusan skhir,
sehinggn tidok tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali
Semring dengan perkembangan zaman, banyak pihak vang menpaiukan usalan
kepeda Mahkamah Agung agar besaran gug@man maksimal yang dapal diselesakan
medalur soall claim cowrt dapat dinngan kembali, ketentugn batasan maksimal
gugatan sebesar 200,000,000 dapit ditungkatkan menjadi 500,000,000, Mahkamah
Agung telah mengakomodir masukan dan masyarakat tersebus dengan membentak
kelompok kea uniuk melakukan kajian terhadagy serd! clim conrt untuk ikipat
dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan

21 Pembatasan Perlowrn Knsasi

Permohonan Kasas dimaksudkan uniuk membatalkan puiisan perkar Pl
pengadilan tngkat banding maupun putussn perkara pemgadilan tingkat pertam,
schingga bila sustu permohonan kasas) lerhadap putusan pengadilan dibaswahnya
diterima eleh Mahkamah Agungz, maka beramti putusan tersebut dibataikan olsh
Mohkamoh Agung karena diangeap mengandung kesalahan dalam penerapan
hakuimnya

Pemenksas kasasi hanya meliputs selursh putusan hakim veng mengenai
hukum, jadi ndak dilskukan pemerksaan ulang mengenai duduk  perkaranya
sehingga pemenkssann  tingkat kasasi fidak  boleh/dapat disnggap  schaga
pemeriksaan tingkat ketiga

Tinggamwya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 50% porkara masuk di
tingkat banding melakukan upava hukum ke Mahkamah Agumg chan W% berasal dar
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peradilen wmum sehingza sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakokan pEMmEtann
pesmasalahan hukum des mengawasi konsistens: putisan, hal mi disehabkan oleh
ketlakpuasan para pencan keadilan terhadap hasil putusan baik di ngkat pertama
maspun fingkat banding sehingga memicy para pitek melakokan wpaya Tukum
kasasi din penetapan maelis yang bersifa acak belum sesuai dengan  keahbian
mengakibatkan  pensngenen  perkara belum  sespal  demgan keahlian/\atar
bielakang

Mahkamah Agung  dolam  upays memenuhs tuntutss  masvaraket  akan
terwujudnya kepastian hukum melakukas strtepn kebuakan penrian kualisas
putisan perkara pada tinghkat pertama dan tingkat banding melalu pemngkatan
sumber daya aparstor di Dnghungan Mabkamah Agung dan badan  peradilan
dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penclitian dan Pengembangzan
Hukum sena Pendidikan  Pusdiklat Mabkamah Agung setiap tshun selaly
mengembangkan modul pelaithan dalam proses belajar belajar guna myeninghathasn
batk secara kuantias maupun kuantitss  pendidikan dan pelaihan  aparsur
khususnya dibidang tekonis paradilan, unsur pengajas dicar orang orang yvang kopabel
dibidang teknis peradilan dan setiap selesa mengikuti pendikan dan pelatthan para
peserta dilakukan penilaian secara penodik melalui pimpinan pengadilan masg
masing. Disamping penungkatan sumber daya sparsur melalui pendidikan dan
pelutthan. puna pemerainan peserta pendidiban dan pelaihan Mahkamah Agung
jega mencrapkan sirategl  bimbingan teknis tersebar vang ditempatkan pada
pengadilan ungkal handing dengan dilkuti oleh aparstur teknis pengedilan pada
penglilan ingkat penama masimg masing

Dengan adanya aparatue pengadilan vang berkualitas maka kepercayaan dan
bngkal penenmpan putusan masysrakal oias puissan pengadilan akan mienpadi
tingay sehingga diharaphkan akan  mengurang  kelidokpuasan sl pastusan
pengadilen batk melalus upaya hukoum banding maupun kasas,

dp Proses berperkara vang sederhana, cepat dan biaya ringan

Ponap peradilan yang sederhana, cepal dan berbiaya ringan adalah salah sso
prinsip dalam sistem hukum Indonesia Maka dart i, perly diselesaikan terlebih
dahulu masalah penumpukan perkara dan pembatasan perkara ialah suatu konsep
vang banyak dibicaradkan wituk mengurang: wmpukan perkara tersebut. Penclitian
i Juga menemukan bahwa perkara-perkara vang perlu dibatast, anises lain:
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#  Perlkam perdata (perkara purman kecil),

b Peskara pidane (pekars pidans nngan  seperii perkara dengan ancaman
hukuman 1 atau 3 tahun pemjara dan termasuk juga denda). ¢ Hukum
perkowanan (pekiara percesamon, d. Perkara Hubungan Industrial,

Dengan suran pembatosan perkara, maka banvak perkara akan selesu di
ingkat handing. Dengan stuas mi, wakiu untuk penyelesatan perkara menymds
lebibh pendek, dam biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua im
bisa diterapkan, maks prinsip peradilen sederhann, copat dan beva nngon
diharapkan akan terealisas:

4)  Penguatan Alses Peradilan

Terkit dengan penguaton akses pada pengadilan, hal i dibarspkan asar
menagankan beban biaya perkara untuk masyarskat nuskin dan terpmpairkan serta
methenkan kemudahan akses fisk kepada pencan keadilan,

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakal miskin dan terpingesckan
dilaksunakan ofeh pengadilan tingkat pertama melafn kegssan pembebasan bisya
petkars, pelaksanaan sidang dilvar gedung pengaditan, sidang temadu dan pos
bayanan bantwen hukum Pembebasan biaya perkarn kepada orang vamg tidak
mampu dengan menunjukkan implementasinya sangal mudak, uniuk mengetahug
dikabulkan hdaknya para pihak untek berperkara secam cuma-cuma harus melalus
putuzan scla pengacilan, maka sckersny implementasinya sangae mudah, para pibak
padn saat mengaukan perkara cukup melampirkoan Sarse Keterangan Tidak Mampu,
Karu Keluarga Maskin atau Surat Keterangan Tidek mampu dart Kepala Desa di
keestahun Crmat,

2} Penpguuntan akses peayelessian perkara permobonan identitas hukum

ldentitas hukum mempakan hok bagi senap wama pegany, konsekuensi
Indonesia schagal negara hukum, maka negara harus hadir mempermudeh akan
adienya kepastian hukum bagr warga negara, Salah satu kepastian hukum adatah
adanya kepastian bagi setiap anak mempunyar akte kelahiran, hal ini sAngM penting
dikorenokan setiap anok sken melakukan aktivitas harus ada kepastian hukom
terkait stalus anak fersebut

B)  Penyempornaan Sistem Kamar

Terkuit dengan penerapan stem kamar secars konsisten maks iltharapkan

]




®  Hakint dopat mengembangkan kepskaran dan keahlisn dalam mengadili

perkan,
® Memngkakan produbtivitas dalam pemertksaan perkara,
o Mengurang: dispantas putusn,
o Memudahkan pengaaasan putusan

Pelaksanaan sistem kamar pads Mahkamah Agung twdak  didasss pada
pengefompokan lingkungan peradilan, namun didasarksn pada bidang hukum
dan jenis perkara, vaitu

o  kamda Mdana

Kamar Perdala
# Eoomar dgama

o Fkamar Mifiter

Ramar Tala Ulsaha Negern
71 Peningkatan peayedesaisn porkara pidana dengan keadilan restoradl

headilan restoratf merupakan suate pendekatun yang febih menitikberatkan
pada kondisi terciplanyva keadilon  danatan keseimbangan  bagi  masyarko
headilan restorant merupaian sebuah pendekaran untuk membuy pemindshan dan
pelembagaan menjadi sesuai dengen keadilan, bahwa memang keadilan it haras
dicgakban  dan  dyunjung  vingg  Penemakan  keadilan  dalam kehidupan
bermasvarakal memiliks arn peating dalam salah sty upaya membangun peradalan
bangsn yeng tingei dan bermanabal Kesdhilan restoratf dopat diarttkan sehagai
pemilihan keadilan bagi korhan dan pelstu tindak pidana Pengertian  in
berkembang sctelah  dimasukkan  dalam  sistem peradilan  padana,  sehingga
pengeniannya menjady proses penvelesiman veng sistematic stas tndal pidans
vang menckankan  pada pemulihan atas kerugisn korban dan atan inasyaraksat
sebagai akibut perbuatan pelaku. Dalam proses penveleaion e melibaikon korban

dan pelaku secara langsemg dan aloif

Sant m implementasi keadilan restoratif didomingsi oleh perkara lindak pidana
anak yaag pelaksanaan dintor dengan Undang Undang nomor 11 wahun 201 2 feniang
Stsdem Peradilan Pidana, sesus dengan pasal 6, mempunyz tujuan untuk mencapa
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perdamamn antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses
pengadilan, menghindarkan mnek dani perampasan kemerdekann dan menanamkan

rasa tangeung jewab kepada anak,
B Hak Up Materiil

lsulah Sudicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan wsiilah Hak Up
Matenil (HUM), wvatn hak Mahkamah Agung untuk menilai matesi mustan
Peraturan perUndang- Undengan di bawah Undang-Undeng terhadap Peraturan
perUndang-Undangan tinghkat lebih inggi (Pasal | Avat (1) Perma Noo 122011
entang Heb Uji Materiil kewenangan fiediiad review padn Mahkamah Agung
berwenang mengujl peraturan perUndang-Undangan di bawah Uindang-Undang
terhadap Undang-Undang.

) Penguatan lembaga ekisekusi

Ekschoust merupaban bagian terpenting daiam proses penyelesaisn perkars,
karena putusan yang telah beckekuitan hukum tetap menjodi tidak ada arbnya jika
pasda skhimya tidak biza dilsksanakan (e execuiable) Dalom praktiknyva, peoses
chischust seximghali menghadupi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnyg
amar putusan vang kurang begitu jelas dalam menguraskan diktum perintah vang
harus dilakssnzkan, posist kewsa pengadilan sebagai pelaksana eksckusi yang
seringkali mengalami confifcs af tnvenst karena ketua pengadilan juga adalah hakim,
adanyn upays-upaya untuk menghamba proses cksckusi dari pihak termohon
ehsekusy, kesapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam mvenihadap
zangwan di lapangan, termasuk juga kondis hukum acara eksekusi yang selama ini
merjadh sandaran dalam prakok sudah tdak sesuai lagt dengen kondisi sant ini

1) Kebedanjutan o-Coner

Muabkamah Agung (MA] telah melmeurkan aplikas: pengadifen elektronk (e-
crnrd) ki tishun 2018, aplikas administras perkara berbasis online im merupakan
inplenientan Peraturan Mahkamoh Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Admemssrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Dengan aplikasi e-court i dopat memperlancar proses administras dan
pelavanan peradifan bagi pencan keadilan, selama ini untul mendafiark an perkara
sefiap pemohonpenpgugat atau diwakih edvokat harus datang ke pengadilin, dengan
adanya aplikas e-Count moka pengguna terdafiar dapat mendaftorkan perkara
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gupstan secara elekiromk dari kantor alau rumah fe-fifling) schingga tercpin asas
eepat dan bisya ringan, Dengan aplikasi e« Court pembayaran biava perkara semakin
migkes karena tethubung dengan sistem e-pavineni yang penbavarsn ditujukan ke
rekenmyg pengadilan pada bank melalui saluran pembayasan elekironik vang
tersedia Tak henya i, permanglan elektronik (e-siminons) sanat ringkas dan tanpa

dikarenakan bigya

Tahun 201 merupakan momen penting dengan adanya perubalian paradigma
penyelessian perkara perdats secara manual berubah secarn keselurulum berbasts
teknologi informasi dengan diterapkan e-hiligasi. Aphikas e-litizas migras dan
astem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pade tataran sdministrasi

perkarn sma, namun datam prakiek persidad i,

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayskan nshiusa penegak
hkurn seperty kepolisian, kejobsaan, pengadilon, dan lembaga pemosyarakatan,
memuliki jalinan sistem informasi yang erat Prakiek vang dhiakukan di berbagai
megara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan otk pertekasin informasi
securst eleksronik diantara mitranya tersebadt, Indonesia pun menyadan pentingoya
mewujudkan SPPT. Hal i teslihar dalem RIPMN 2024.2000. vang menjadikan
SPPT menjadh salah satu priocitasaya,

SPPT Mahkamah Agung Jengon aparal penegak hukum Sistem Poradilan
Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICIS) 3PP
meripakan nstrumen hukum vang sangal penting dalam kerangka penegakan
hukum piding  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  mempakan  sigem  yang
menunjukkan proses keterkartan antar instansi yang benwenangz manangani perkara
prdana Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan PFidana Terpadu amar
dparat penegak hukum telah diandatangam pada tangzal 28 Jenuan

2016 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Palhukom; Polr,
hemenkominfo; Keamenterian  Desa, Pembangunan  Duerah  Tertinggal  dan
Transmegrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsanog); dan Badan Perencanaan
Pembangunen Nasienal (Bappenas) vang dalam  pelaksanannya  disinerpikan
denigan aphikasi MANTRA (Mangjemen Intearasi/Informasi dan Pertukasan Data)

RENSTILA PENGADNAR TINGE! MALLE L UTARA TAHI N I35 3009
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12} Peningkatan  pelaksanann  pembinaan bagi aparat teanga teknis  di
linglungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bemsung di bawah Badan Peradilan
diuntut  untuk  senantisa meningkatkan  dan memperluas  woewasen  seria
keahliannya. Peningkatan kapasitas profes: akan mendorong meningkatnya kualitas
penyelenggraraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakal. Dengan
demikian, diharspkan dapal mesingkatkan kepuasan dan kepercayaan 1erhadop
Badan Peradilan. Salah satw caranya adalah dengan penvelenggarsan pendidikan
dizn pelathan yang komprehensif, terpedu, dan sinerpis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilar keadilan vang hidup dy masyarakae

Uik mendapatkon  SDM vang  Kompeten  dengan  krterin  obyektif,
Benntegntas dan profesional, maks Mahkameh Agung akan mengembangkan
“Sisten Pendudikan dan Pelatihan Profes: Hakim dan Aparaiur Peradilan veng
Bertkvalias dan Terhorma aten Ouwalified amd Respectable Jindicial {raiming
Cemter (A7) Sistem ini akan dapat terwujud dengan asaha perbaikan pada
berbagai aspek, yaitu melipuii

n Kelembagasn (mstitusional),
b Sarana den prassrana vang diperlukan;
©  Sumber dava manusin;
Progriom diklat terpadu yang berkelanjutan,
e Pemonfaatan hasil diklat,

f. Anggasan diklat
g Penelitian don pengermbangm

13) Peningkaton hasil peoelitinon dan  Sumber Days Manusia Mablkamal

Agung yvang berkunlitas,

Dalam peningkatan kinerpn aparatur peradilan, kompetens menjads elemicn
kumer delam managemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipzhami
secar jelas, Kompetensi diartikan sebagu sebuah kombinas: antara ketermmpilan
{skifly, pengetahuan (kameledie) dan atabut personal (prersoint! wifributes), vang
dapat dilihat dan divkur dari perilaku kerja.

Untuk menungang kebijaken tersebut diatas maka fungs Lithang haros di
perkuat, penguatan fungst dibutubkan SDM yang kompeten, terutama unik
melakukan penelitian dan pengembangen. Oleh karena i, jumlzh tenaga
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lungsional peneliti yange menjadi wling pungeung bagi pelaksanaan fungsi Lithang
perlu diperkint dan ditambeh. Ager dapat terus mengikutl - perkembangan
pemikiran hukum dadam rangka mendukung fungsi badan peradilan,  maka
perencanaan kepegawman dolam rangka rekmutmen e fungsiona penslin
merupakan hal vang sanest penting.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilokukan
penyusunan profil kempetensi jabatan/posisi, Dalam proses penyusunan profil
kempetensi, akan dibuat deftar Lompetensi, baik voff eamperency wanpun fiend
cemhipeincy, vang dibutuhkan dan dilengkapt dengan definisd kompetenst yang
rirc, serta indikator penlaku. Prafil kompetensi i akan memadi porsyaratan
mimmal - anwk  jebaaniposis tertentu serta akon menjadi basis dalam
pengembangan desain dan sistent pada selurub pilar SDM, schirizea selamuinys
aken dupat dikembangkan

o Rekrutmen dan seleks berbasis kempetensi,

o Peldtihan dan penpembangan  berbasis  Lompetenss Pengembangan  yang
dimaksud di s termasulk rotas), mutasi dan promosi,

0 Pembuon kinerja berbasis kompelens:
0 Remunerasi berbasis kompatensi,
o Pola Kanr berbasis kompetens:

SDM berbasis kompetens: memudahkan implementasi ini, kareng pendekatnn
mi sangat memungkinkan adanys sandorizasi knieria, pembakuan sisiem dan
pengembangan pengetahusn serta keterampilan penanggungawab pengelola SDM
di daerah Proses pengelolaan seperti i, dipandenyg lebih efdhtil dan efisicn,
Menwingat kompleksitas perubahan yang hanis dilaksanakan, berikut sdalah
dukurgan vang diperdukan untul bethasiloya implenweniasi sistem pengelolasn
5100 berbasiz kompetens:

I} Tersedianya  peraturan  perundangan vang  mendukung  kemandiran
pengelolaan SOM Badan Peradilan

2} Adanyy komitmen yang kem dan  pimpinan dan selurvh  pejabar
sicuktural Badan Parad tlan
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6)

14)

Adanya penguatan unit kena pengelola kepegawaian  dan etz Ll
pengelolaan SDM sena keterpaduan antara strtegt pengorganisasian dengan
sirsleg managemen SDM

Adanya keterpadusn  antara stratey)  pengorzanisasian dengan  strabegi
manmaenen 50|

Manaemen SDM diposisikan sehagal aspek strpes den terpado dengan vigi,

mibsi dan sasaran o gamisas

Menyesunikan perkembangan vang tegadi, fleksibel terhadap  perubahan
sistermn, ketentuan dan prosedur mendorons kepatyhan terhadap nilai-nilai
orgamsms dan etika profiesi.

Peningkatan pelaksannan peagavwasan kinerja aparst peradilan secara

optiml,

Profil Pengawasan Mahkamuh Agung 2010-2035 vang mgin dreapai adalah

sebagmn benkut: “Fungs: pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit OFEAN 1551

yang krodibel dan berwibawa, yang disezam don dihormali oleh seluruh Jsjaran

pengadilan karena  kompetens: dan inlewritas persoatliye, sera peran  dan

kedudukamya dalam organisas Mahkamah Agung”

Penituatan orgamsisi pengawasin difoluskan pada lima aspek, vartu:

-
-

Penguatas pelaksana fungs: pengawasan

Penguman SDM pelaksana pengawasan

Penguatan parameter obyekil pelaksanaan pengawassn

Pemngkatan akuntabillits dan kualitas layansn pengaduan ity sk al

Redefinisi bubungan Mahkamah Ageng dan Komsi Yudigal sebagai mitra
pelaksonaan fungs pengawasan,

13) Peninglutan tranparinsi pengelolann SIM, Kenangan dan Asel,

Arah kebyakan dan Strateg) vang dimaksud dijebarkan sebeigar berikut:

i Optimalisasi Liyanan  penerimann dan  penvelesaian pekara  perdata

HEMETAA PENGADILAN TIRGSG! BIALLR LA [AHLIN 025300

dilakuwlean melilni pernditan clekiron ik,

34




b

Layanan  penyelesainn  perkara  pidans  dapat  dilakokan  melalui
persidongan jarak jauk

Pencrapen kebijokin  pemerntsh  pembaiasan  miap muka  tidaek
menghalangr adanya kepastian hubum dan keadilan basi mosvarskar pemcar
kemdilan, bila ada perkara-perkarn yeng tetap harus disidangkan, maka langkah
kebyakonnya adedah sebagm berikut

Peaundasn persidangan dan pembatason pengunjung sidang merupakan
kewenangan mugelis hakim ustuk menentukan.

Majehs hakim dapat membatas jumioh dan jarsk amon antar

pengunjung swlang
(soacial distancing)

= Maels hakam dopat memenntahkan  pendeteksian suhu badan serta

melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi prhok-pihak vang akan
hadir ataupun dihadivkan di persidomngon,

Majelis  hakim  mavpun  plhat-pihak  dalam  persidangan dapai
menggunakan alat pelindung berups rmasker dan sanitg tangan medis

sestal dengim kondisi dan sitvast persidangan

Peningkatan kapasitas aparaiur sipil dilingkungan  Mahkamal Apung

iedalu dildat online

d. Penyesuainn madmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan

renovasi Gedung kantor

Optimalisasi dukungan pelaksanann lugas Tungsi Mabbamah  Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakokan seears online.

Gl WALUEL UTARA TANUN 205752020
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31, ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MALUKLU

UTARA
Sesuan dengan arah kebijakan dan stratem Mahkamah Agung R1 sersebut di

atas serta dalam rangka mewwpudkan visi Terwupudnya Pengadilan Tingei Maluku
Utara yang Agung, maka Pengadilan T Maluku Utara menetapkan 2 sasaran
sebaga berikut
1} Terwugudnya proses Peradilan yang pas, transparan dan akuniabel.
2) Pemngkatan efektivitas pengelolaan penvelesaian perkara

Masing-masing sasaran strateyis di atas memiliki arah kebijakan sehagn berkut
Sasaran Stralegi 1 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Uniuk mewwjudkan sasaran stetegis proses peradilan vang pasti, trasparss
dun pluntabel, ditetapkan ardh kebyakan sebaga berkus ;
{1} Penyederhanaan proses berperkara;
Untuk arah kebijakan im, Pengedilan Tinggi Maluku Utsm men VUSLIN
langkah stratesis sebagai berikut
Menyelenggasakan teshib adninistrass perkara berbasis elekironik
Menvelenggorakan Sistemn  Informast Perkara yang tertib, Fenglap.
sesuan dan terbary serta mengakomodasi seluroh hal terkait perkara.
Menyelengparakan dian meningkatkan keamanan dan kestabilan data dan
janngan
- Memutuskan perkara tidak melebihi 3 bulan
= Melakukan penundaan sidang tidek melebini | minggu
= Meneiptakan movas-movasi uniuk menunjang pelaksanaan tugas bk
melalun revisi SOP maupun pengembangan aplikasi vang ada untuk
meningkatkan pelayanan dan perunjang pelaksansan tupas dan funis
bark di kepanserasn maupun di kesekretsrintan
(2}  Pemngkatan kualitas putusam
Untuk amh kebijakan i, Pengadilan Tinggi Maluku Utass menyusun
langkah strateuis sehagai berout -
- Meningkatkan kualitas putusan yang adil dan berkepastian hukum
= Meningkatkan Sumber Dayva Manusia yang handal, berkompeten dan
profesional,
= Mendorong terciptanya peradilan restorative aum perkara berakhir

dlaimm
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(3} Peminghatan pelavanan kepade siabehobior dan Pengguna lovanan Fengadilan
untuk arah kebijakan ini, Pengadifan Tinggi Maluku Utars menyusun langksh
stratepls schaga benkut

= Menyelenggarkan publikasi Tayanan dari bersifot fisik sampai dongan
elcktmonik vang dapat diokses masyarakat;

- Menyediakan lasilitas implementasi layanan vang dapat dimanfanthan
Pengguna Layanan dengan mudakb,

= Menyediakan produk lavanan vang muedal. biaya ringsn, cum-cuma,
tepat dan coped,

- Menyedkon fasildas layanan yang bermartabat, humanis, lengheap
didason Budaya Kerja SR dan 35,

Sasarnn Stratepis 2
Peningkatan Efekiivitas Pengelolann penyelesaban perkarn
Untuk mewugudkon sasaran stategis Peningkatin Efektivitas Pengelolaan
penyelesman perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikug
1] Opumehsasi Mamsyemen Peradilan Umum
Untuk arah kebijakan mi, Pengadilan Twgm Maluky Utarn  menyusun
lamglah strafegis schagai berikul
= Menayangkan pulusan secara cepal dengan mengunggahnya pada
aplikasi SIPP pada heri itu juga fove aleay pudlishy. onne day mivene ),
- Memingkatkan pengmiman Safinan Putusan ke Pengadilan pengajy tepat
winku,
- Memastikan ketersediaan sarsna dan prasarana pendiskuny
Sebagm contoh setiap tingkat keberhasilan Sistem Informasi Penelusaran Perkars [S1FP),
yatu sehap perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim dan
Panitera Penguanti dilam waktu 1x24 Jam harus mengimput putusan tessebut dalam SIPP.
penginputan  putusan tersebut mengandume makna agar setiap masyaraks pencan
keadilan dapm penelusur proses peckpranya pada Tingkat Banding Kemuodian untuk

mengetzhur bagmmana pitusan perkara tersehat, maka dapal diskses melalui webvite
Pengadilan Tingg Maluku Uiar
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Tiabvel Sasaran Stategis, Arah Kebijakan Dan Langkoh Strategis

Ensaran
Strategis

Termunsdnya
Proses
Persdilan
vang Pasn,
transparan

dam

Akuntabel

Mrah
kebijakan

Penvederhann
AN proses
berperkara

Indikaiar
Kinerja atama
Persentease
Peningkatan
Perkora vang
[Miselesaikan
Tepat waktu

Lungkah Steatesis

| T'.-1:;11;:]mggﬂmkan i

Tertits Administras
Perkara berbass
elekirami;

Terselengyaranya
Sestem Informas
Perkarn yang Tertib
lengkop, sesum dan
tempdate sertn
miengakamiodas
seluruh hal terkait
perkar;

Menyelengoarakian
dan memingkatkan
keamanan dan

| kestabilan daa dan

Janngarn;

| Mematuskan
perkara tidak
el el 3 bulan

Melakukan
Penundaan  sidang
tidak  melebidn |
MingEL

Menciptakan

GVISE= IS
untuk mCnunjang
pelaksanzn tugas
bk melalun revis
S0P nmaupun
pengembangan
aplikasi vaig ada
Ltk
meningkatkan
pelayanin dan
Penunjang
pelaksanmn tueas

Kebutuban Regulasi

terus dimonitoring dan
evaluas
perkembangan;

SK terkast Tim Sistem
Informasi Peradilin
(S1P) haik petugpas
Pelaksana sampai
dengan Tim Money,

SK Tim terkait
keamanen dan
kewabilan Sumber
daya, datas dan Jaringan
seria aplikass S1P,

S0P Pedanganan
Perkara

Fevizz S0P
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ian fungs: baik di

kepaniteraan
maupun i
kesckretasniatan
Peningkatan | Persentase Menimgkatkan Surat Edasan mengikun
Kutlitas Perkara vang kualitas putusan Dnkiot/Brmtek/ Diskusi
Putysan Tadak yang adil dmn Hukum oleh Badilum
Menguukan berkepastian dan Mahkamah Agung
Upaya Hukum hukum;
a Wierinkigin SK Majelis Hakim
Sumber Daya Tetap dan berdazarkan
‘ Manusis yang Kompetensi,
::":ill:q!-ﬂun dan Sl
o menumbubkembangkimn
picfnnl; sevara ekl mediss
Mendorong, dan diversy;
|r:n;rp.l-z||1 - Sk penuryukkan Tim
peeradilan R
Somalisasi
| s il Implemnentasi Peradilan
perkara besakhur
: Rexfowanve,
dumar setelah
putusan banding Sk Pembinaan dan
Pengawasan oleh
kepada yang,
berkompeten pada
hukum yang pasti dan
berkendilan,
Peningketan Indeks Menvyelenpearkan SK B0P Pelayanan |
pelayanan Responden ‘ publikas loyanan | yang iransparen,
kepada Peradilen dari bersifat fisik
stakeholder dan | Tingkat Penama | sampai dengan 3K Standar Layanan
Penguona vang Puas elektromk yang Pengadikan;
lavanan Terha dapat diakses
Perigadilan La;.ru:;F mﬂI::-ar:d:m el i
Peradilan mudat; 3K okt PTSE;
Tinghat Banding
Menyediakan SK layanan khusus
| Fasilitas difalel;
imiplementasi

layunan yang dapat

| dimanfuathkan

| Penguuna Layanan |

K terkan akses
mformasi Pubilk
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cdengan mudaly, SOP Pengaduan,
Menyediakan Eeebijakan terhadap
produk lavanan Saranz-prasarana
yang mudsh, mural | Layanan Unum:
atay Cumg-cuma,
tepat dan cepat, Akses masyarkat untuk
menilan Pengadilan
Menyediakan {surve],
fasalitas lavanan
| yang b:rmarlahm_ ﬁﬂbuﬂﬂ-ﬂ- mﬁlﬂﬂ
humanis, lengkap schogai bagian dan
didasan buday | Wesith kepada
kene SR dan 55 masyirakal supayq
dapat berinteraks:
dengan pemadilan;
kebiyakan Layanan
terkat PTSP didasar
‘ budaya kerja 58 dan SR |
layanan prima vang
terus dimonev setiap
saal,
Peningkatan | Optimalizas: Peraentase Menayangkan Rebipakan terkag SOP
Efeftiitas Manajenszin Salingn Pulusan | pausan secara Standar Lavanan
gololann | Peradilan vang dsikinm ke | cepat dengan Pengadilan;
velesaian | Umum Pengadilan mengunggah pada _
Feriar Pengaju Tepar  hari itu juga (ome Kebijaken terkail
Waktu | day puchlil, oe kemanan dan B
ddery smbrnnuter) kelancaran penginman
data;
| Menmpkatkan
| pergininan Salinan
puiusan ke
| Pengadilan pengaju
| tepat wakiu
| Memestikan
! tersedianyva sasana
prasErang
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AEMETRA PENY

Adapun Indikator Kinega Utama yang terwang i aas disusun berdasarkan surat
Keputusan Sekretaniz Mahkamah Agung BT Nomor | T3/SER/A/2022 fentang Penctapan
Indikator Kinesja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tunghat
Pertama di lingkungan Mahkameh Agung R, yvang dapat dijabarkan sebagn berikut
I Persentuse perkara vang diselesnikan tepat wakin

Mahkamah Agong telsh mengeluarkan regulasi jangka wakty penyolesasn
perkara bak pada tnghat kisas dan peninjaan kembali mawpun penvelesaian pekara
pada Pengadilan  Tingkat Permama dan  Pengadilan  Tingks  Banding  Regulas
penyelesman peckara umuk Pengadilan Tingkst Pertama dsn Penaadilan Tingkat
Banchmyg tertuanz dalam Surat Bdaran Mabkamah Agung RE Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perkar di Pengedilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peadilan dinyatakan bahwa penvelesaian perkern pada
pengaciian tngkal  banding paling lombat dalam jangka waktu 3 (tiza) bulan, tengoang
wakiy lersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara Perkara dimaksnd
adalah perkara pendata don pdana,

Untk  penyelesaian  perkara pidana snsk mengacu  pada Undang-Undang
Momor 11 Tabun 2002 dentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak. dimana perkara
disclesaskan pada masa whanan anak vaiu paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang
paling lama 15 har

Uniuk penyelesman perkara midana npikor mengacy  pada UL Nomor 3
Tahun 1999 enfany  pemberantasan  Tindak Pidana Rorupsi,  dmvamkan  badowa
penyelesasn perkara paling lamiat dalamjanaka wakiu 2 (dua) bulan

Indikator mi daiker dengan membandingkan jumlah  perkara vang disetesakan
pada  thun benalan dan gemlah perkara  yang diselesmban tepat  weki pada bulan
begjalan, Input adalah jumish perkara yans disclesaikan pada balan Perjalan tepai wakiu
dengan mengeunakan informas jangka wakie penyelesaian pada SIPP. Output adalah
Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tshan berjalan.
2 Persentnse Perkara Yang Tidak Mengajukan Upayva Hokum

Upaya hukum. yang dimaksod  adalah upays hukum kasssi Indikmor  ini
mengukur jumlzh perkara banding vang nduk  mengajuken  kasasi, diskyr dengan
merbandngkan  jumlsh  perkoca  vang tidok diajuken upays hukum dengan jumlah
perkara banding yang diputus pada tshun berjalan,
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NEMSTRA

1 Tadehs Persepsi Sakeholder Yang Puas Terhadap Layanun Peradilan
Indeks  persepsi  sakchofder yamg  puas  terhadsp lavanan  peradilan
tenggambarken mute kinerje  pelayanan  Pengadilan Tmezi dalam  memberikan
pelayanan publik kepada Pengadiln Tingkat Perta ma dan masvoraka Indeks i
didapat don hasal survel g 2007 lemtang Pedoman Penyusunan  Survel Kepuisan
Masyarakat Unit Penvelengeers Pelovanan Publik Variabel pemgukuranmys adolah
persyaratan  peloyanan, prosedur pelayanan, wakm pelayanan, Buayattanl pelayanam,
produk  spesifikas: jenis  lavanan,  kompetensi  peluksana, penlaky pelaksana,
pemanganan pengoduan, den sarana dan prasarana
Besponden  dalam  surver  adalah  setiap orang  vang  berkatan e
Berkepentingon  dengan kinera ateu  pelayanan yang diberikan  oleh  Pengadilan
Tangar Maluku L'tars, vang terdin dari:
| Aparstur  Pengadilan Negeri sewilayah  hukum Pengadilan  Tingg Maluku
LHara,
2. Para Advokat yeng diambil sumpah oleh Pejabat Pengadilan Tingei Makuku Utasa
3 Jiksa, pemgacara, mahasiswa  dan mEsyarakil - umum wmg mencard
mformas pada kantor Peagadilun Tingsi Maluko Utara:
4 Masyarakat umum yang memboat pengaduan terhadap pelayanm pada Pengadalan
Tinggy Maluku Utarn dan Pengadilan Negerl  se-wilayah  hukum Pengadilan
Tanggan Maluku Ut

L

Muahasiswa yeng melakukan riser,

4 Persentase Salinnn Putusan Perkara Perdat Yang Dikirim Ke Pengadilan
Pengajn Tepat Wakin
Prozes akhr dan penyelesaian perkira di Pengadilan  adalah diterimanya
pulssan ofeh para phak. Dengan proses penvelesaian perkary i pengadilan, maks
tahap i adalah tahap vang paling ditunggy oleh para mibak: yang berperkara yuna
memastikan  status hukum dan perkars vang sedang mereka hadapi  Salingn
pulizsan dikirim  kepoda  keduz  belah pihak  melalw  Pengadilan pisekat
perigma.  Salman putisan adalah  salinan  putosan perkarn  perdata, perkara
prlana. pidana anak dan perkaras tipikor.
Indikator mi mengukur jumlab salinan pulusan perkara perdate pidina,
dan pidana khusus yang dikieem ke Penzadilan Pengaju tepat wakiu dengan
berpedoman pada Swrat Edaran  Mahkamah Agung No.Ol Tahun 201

tentang Penyamparan  Salinan dan Petikan Putusan don Surs Kepuwsan Ketua
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Mahkamah Agung Momor 026/KMASK/IL20)2 tentang  Standar  Pelavanan
Peradilan, dan SOP Penyvelesaian perkara Indikator ini diskur melalus jum lah
salinan putusan perkara yang dikinm kepada pengadilan pengau fepal wiakiu
dibag: jumlah perkara yang diputus,

.3 KERANGKRA REGULASI

Kemangka Regulasi berisi penjelasan menpenm pambamn umum Kerangka
Regulasi vang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam peliksanazn tugas, fungs:
sefta kewenangamya den penjaboran peranan Kerangka Regulasi dalam rendukung
pencapmon Sasaren Strategis Kementerian/Lembaga Arah Kerangka Kepuiasi danvaton
Kebutuhan Regulas: selanjutnya ditvanskan dakm matriks Kerangka Reoulas:

Kesesumian Kerangka Regulass dan Kerangka keclembagean dengan wipas dan
fungsnya dalan rangka pencapaan Viss, Misi; dan Tupan Kementenan/Lembaga untuk
melak=anakan program permbampunan varg terdapat dalam rencangan wwal RPINN,

Perlunyn dimasukkan kerangka resulfasi dalam rencang Shrategis tahun 2025-2020

adalah:

Mengarahkan  proses  perencanaan  pernbentukan regulast  sesum kebutuhan
pembangunan,

Meninghatkan  kuslites  regulass  dalam rangka  mendukung  pencapatan
priceilas pembanguran,

Meninghutkan cfisenst pengalokasian  anggaran  unuk keperduan  pembentukan
regulasiDengan lahirnya Undang- Undang Nomer. 25 tahun 2004 lentany, sistem
Perencanaun Permbangunan Nasional secara Legas menyatskan balwa kerangka regulas
menjadi bagian dari salah s dokumen perencanasn pembangunan nasonal,

PFasel 4 avat {2) menyaiahan

“REIN Noswonal mernpakan Penjabaran dari visi, witsi oo Pragream Presdalen

VR peiastaraniyg berpedonnin poda RPN Nasiouad, vange e Ttmegt
pembcunginan Noasfomal, kebiakan wmem. program kewerrtrane lenebarga
ftntas  Kementertan Lembaga,  kewdavahon  dan s kewerlavelion,  serig
Kerangba chononn makra vang mencekige gpambaran perelorentiag  secon
menyelwrndy termcasuk arak kebgakan fiscal dalam rencans kerfn yeng bermpa
keramgha resmlast dan kerangha perdoanam ™
Sewing dengan diterbitkannya UU Mo, 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional terschut distas dan UL Mo, 17 Tahun 2011
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tentany  Pembentukan  Persturan  Peruniang-undangan, — guna mendarong
pencipain prontas pembingunan nasional khususnys terwujudeys kepastian
hakum, maka diperlukan adanya sunu regulas peramran perundang- undangan
yang beskuahtas. Mahkamah Agung sebagai wlsh satu Lembaus Tinggi Negara
pade RPIM periode ke 1 tehun 2025-202% oleh pemenintah diben amanat unnsk
melaksanakan program pemenntah guma tersagudnya pembangunan  hukum
nesonil ditsjukan unwk semakm mengembangkan kesadaran dan penegakan
frukum dalam berbagar aspek
Dalam meloksanakan program priorites pemeniniah yeng leruang dalam
RPIM tahun 2025-202% vane digmanztkan kepada sctiap kementnend/lembaga,
miaka kementesiandembaga dimaksud harus menetapkan  kerangka regulasi vang
duechiban sebaga instument guna pencagasan sasamn kelesnbagann. Kerangka
regulasi  mepakan  perencanan  pembentukan  repulasi  dalam rangk
memtasi itasi, mendorong dan mengatur pentaku masvarnkat dan penyelenoearan
Megers dalem rangka meicapal tujuan bemegara, kerangka repulasi i diatur
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Masional/Kepala Badan
Perencansan Pembangumin Nasional Republik Indonesia Namor 5 Tahen 2023
TentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengsh Nasional
(REIMMN} Tahun 2025-2029 dan Peraturan sesmen PPMN/BappenasMomor 10
tahun 2023 lendang Tasa Cara Penyusiman Rencana Strategiz Kemontrian /
Lembaga Tehun 202520320
Perlunya dimasubkan kerangka regulasi dalam rencans straten) tahuan 2025-
2020 pdalnly
i Mengarahkan proses perencanaan  pembentukan  repolasi sesum
kebutuban pernbanguen |
b Memngkakan kualtas repulasi dalam  rangka mendukung  prorias
pembangunan ,
e Memngkaikan  efesienst  penpalokasian angearan  untuk  keperd pan
pembentukan regulasi

Pengadilan Tinggi Maluku Usara Schagar saluh saty satugs: kena dibawah
Mahkamsh Agung dalam merealisasiban program Femerintah yang dituangkan
dalam dalam RPIM tahun 2025 - 2029 juga harus mengtipkan kerangka regulas:.
penetapan keranghka regulas: vane dibuat Peogsdilan Tingzi Maluku Usara sudsh
barang tentu aken selalu sering dengan kebyakan Jembagzs vang dituangkan dalam
arah kebijakan dan stratess Mahkamah Agung
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KERANGKA REGULASI

Tsw Strategis | Arah Kebijalan 2025 Aruh Kerangla Kebuinhan Penonggungjiwab | Bagian Terkait
2029 Regulusi Regubasi

. Tervayuwdnya | o Penyvederhannan o Implementasi 5K | o Sur Ederan
Proses proses berperkam KMA tetang | Hasil Rapat Pleno Majelis Hakim
Pegasdilan Percepatin o MO
yang  pasti, Penyelesaian Pelaksanaan Keua Kiepanitersan
wrsnspran Perkiasa Stesidr PT Maluky
dan Operasional Utara,
oskumabel Prosedur (SOP) { Kesekretanatun

o Peningkatan kealtas | o Spesalisas Hakim | o Surat Edaran rT Maluku
Puifiazan parcla Pengadilon ”“““”h_:._amrﬁ; i Lara

diklat/ Bamitek .

o Peningkatan o8k Retwa o SK Tim  Survey | Kepmniizeasn
pelayanzm kepada Mahkamah  Agung 1M PT Malub
stalkehol der dan Momaor - | o 5K KPT tentang
pengiana bayanan 4 RMASEA L Standar Layenan TR o
Pengadilan 2022 tenlang

Standpr  Pelayanan
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Informas: Publik di
pengadilan

. Peningkman | o Opémaiisasi o Implementasi 8K | o Juklak/Juknis
Edelciivitas Mangjemen Peradilan | KMA  tentemg | tentang
w“hw“__“m_w“ﬂ: Umum Percepatan percepatan
Parkars penyelesaian Penyclesaian

perkara Perkara.

a o Pembuatan  Surat
Edarzn
peningkanan
Pelayanan Publik.

o Bumndar
Operassonal
Prosedur
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34, KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengachlan: Tinggs Maluky Utara adalah salah saw instines dibaweah
Mahkamah Agung yang memiliki fungs: dalam penansanan perkara tingkat
banding diwilayah hukumnya, selam in Pengadilan Timggs Maluku Utara memiik
fungs: Pembinaan dan Pengawasan techadap jaaranmya. Denzan memiliki tugas
pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Tingei Maluku Utsra melalul ketentuan
yang felah dietapkan Mahkamah Agung memilikn struktur orpamisasi dalam
menjalankan fungsinya Porma Nemer 7 Tabun 20015 merupakan regulasi yang
dikeluarkan  Mahkamah Agung dulam menjabarkan kerangka kelembagaan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalom melaksanakan fungsinya dijalankan oleh
Repamiterman dan Kesckretariatan yang berada dibawah dan bertangeungjawab

kepada Ketua Pengadilan Tinggs Maluku Utara,

Kedudukan, Tuyas don Fungsi Keparuteraan diatur dalam Perma 7 Nomor Tahun
2015: Pasal 19, Avat (1)

“kepanteraan Pengadilan Tinggi adalab aparutur tara usaha regard yanyg dalam
menjalankart tugas dan fmgsinva berada d bawsh dan tingeung avah ketus
Pengadilan Tingg"

Myat (2)
“Repamiterazn Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Paniiera”
Prasal 20

“Repaniteraan Peagadilan Tingzi mempunyai mgas melaksanakan  pemberian
dukungan di bidang wednis dan admimstras: perkara serts menvelesaikan surat-
surad yang berkaitan dengan perkara”

Pasal 21

“Dalam melaksanzkan tugas sebagaimany dimaksed pocls Pasal 20, Poniers
Pengadilan Tings: menvelengearakan fungsi:

o Pelsksanan koordinasi, pembinzan dan pengawasan pelaksanaan  tugas
dalam pemberian dukungas dibidang teknis;
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b pelaksanain pengelolaan administrasi perkara perdata;
¢ pelksaranaan pengelelas administrasi perkara pidana,
d. peleksananaan pengelolaan administras: perkara khusus,

¢ pelaksananaan pengelolaan admimstras perkary, pemvagian data perkara, dan
transparans perkara,

 pelaksanzn adminstras kevangan dalam program teknis dan Leuangan
perkara yang dietapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutsi, evaluas dan admimistras: Kepaniteraan

5 lembinaan tekins kepaniteraan dan kejurusitasn;

h  Palaksanaan fungss lan vang dibenkann Ketua Pengadilan Tinges.
gs! 8 e

Kedudukan dan fungs: kesckretaristan diatur dalun Perma Nomor 7 tzhun 2015
Pasal 249

(1) Kesekrelariotan  Pengadilin Tingei odalah  aparsiur tatn  usaha negira
vangdaam menjalankan  tugas dan  fungsinga  berada  dibawah  dan
bertanguung jawab kepada Ketun Pengadilan Tinagi.

12). Kesekretanaton Pengadilan Tingei dipimpin oleh Sehefaris

Pasal 250

" hesckretariatan Pengadilan Tinggt mempunyai tusss melaksanalan pemberian
dukungan di bideng administrast, organisesi, keian pan, sumbser daya manusia, sera
sarania dan prasarana dilingbungan pengadilan tingei

fasal 251

“Dradem melaksanakan melaksanskan (ugas schiazaimana dimakswd dalam pasal
230, Kesekretmnatan Pengadilan Tinggi menyelenguarakan fungs

4 Pelaksanaon wrusan perencanaan, programdan DRV ATAL,
b Pelaksanaan wrusan kepesawaian,

o pelaksanasn unesan kenanpan,
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d. pelaksanaan pensaan orgenisisi dan tatalnksana:
pelabsanazn pengelolaan seknologi  informass dan stadistik,

. pelaksanaan wrusan sara menyural, arap, perlenghapan, rumebtanggas,
kearnanan, kepeotokelan, dan perpustakaan;dan

g pelaksanzan pemantauan, evaluss, dan dokumentasi sern petaporan di
bingkungan Kesekietarutan Pengadilan.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

RETUA
————— |
WARIL |
HAKIM - —-.I
PANITERA | SEKRETARIS
| FANMUD || PANMUD || PANMUD KABAG LIMLIN = EARAL
PIDANA HUKUM TIFIKOR & KEPEGAWAIAN &
2 o B P KEUANCAN _ PERENCANAAN
KASUBAGTATA | KASUBAG KASUHIAG
LESARA DAN KELJANGAN & RENPROG &
RLIBAN TANGOA PELAPOIRAN ANGOARAN
- — = — | e
Pranata Pengadilan Furgrsional Pustakawan
! Fungsienal Pranats
Rompu

KEPEGAWAIAN



BAR IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

41 TARGET KINERIA
Untuk mewujudkian Vist, Misi , Tujuan dan Sasaran Strateges, Pengadilan
Tingg) Maluku Utara membki 3 Program veng akan dilaksanakan  aleh
Keponiternon don Keackretarmian, vaitu
| Program Penegakkan dan Pelavanan Hukum
Program i ditupuban uniuk menglankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggr Mabuky Utara yang  dilaksamakan  oleh Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan sassran dan indskator program
sebasar benkut
= Peningkatan Manajemen Peradilan Unigm
= Indikaor Kinega
al. Perkara Peradilan Umam vang diselesaikan di tingkal pertama dan
banding ving tepat wakiu
b}, Penuiunan sisa perkara
¢h Index responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
d} Balman putusan dikinm tepal wakiu pada pengadilan pestama
pengaju
Program Dukungan Mangjemen

14

Pragram imi ditugukan untuk mendukung pelaksanzan tugas dan fungsi utama
Pergadilan Tinggi Maluku Utara yeng dilaksanakan oleh Kesekretaritan
Pengodilan Tingei Maluku Utas dengan sasaran dan indikator progeam
sebagal berikut
= Pembinzan Administrasi dan Pengelolasn Keuangan Pengadilan Tinggs
Matubu Utarg
< Indikator Kinega -
4 Layanan Dukungan Manajemen Satker
b Layaran Perkantoran
¢. Lavanan sarana intemal
Adapun lavanan sarana ssernal ini ditgjukan untuk menunjang - kesediaem
sarana dan prasarana spacatur peradilan dalam melaksanakan tupas pokio doan
tungsi di Pengadilan Tinggi Maluky Utara baik dari kepanitersan ripun dasi

s BT A PENGADILAK TRNGSGT BASLLIKU UTARA =t
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Kesekretariatoan Pengadilan  Tingzi Maluku  Utara dengan sasaran  dan
indikator program sebapsi berikul
% Pengilaan Serana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Ting
Maluke Uitara
< Indikator Kinerja
I). Layanam sarana dan prasarana Internal
- Pembangunan rumah dinps
+ Pengadaan perlenghapan kantor
- Pengadaan alat pengolah dota
» pengadaan peradatan teknologi informasi
= Pengadaan Meubelair
- Pembengunan sarana lingkungan kantor

41 KERAMNGKA PENDANAAN

Kerangka pendansan  dolam  sanghka membiayar  kebutuhan proscs
Jalannya Peradilan didubuny oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain
I Anggaran Perdapitan din Belanja Nepara (APEN)

Angugran Pendapatan dan Belarjn Mopara vang fermiual dolam Dafiar
Isian Pelaksanmn  Anggaran  (DIPA) 03 Badan Peradilan Usnum
Dafiar Issan Pelaksanann Angosran i memilils | {sutu)  program
yate - progeam penegakan  dayanan hufum dengan keigiitan
penyeleswion  perkarn, efcktifits pengelolass perkara, sedinghkan
uniitk dubamgan mangemen dilviavar melaln DIPA 0| Padan Llnezan

Addmimiszeas

]

Anggaran yung, bersumber dani Inaya perkar (btipan pibak ketign)
Anggaran biava vang bersumber dan biava perkara Lihipan pehak
Ketiga) monepakan  angoaran yamg difetima dan prhak
penalion banding { Pembranding) sntuk  membigvar  proses
penyeicsaian  perkars  banding perdas,  dan mula pendafigran,
preses.  perstiangan  sampa:  dengan pesgmiman  putssan.  biaya
erigbul  lazim  disebur  sebagai  bava proses perkarn b ook
hanching

RERSTIA FENGADILAN TENGGE MALLKL LITARA, 82
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Untuk mencapal target kinera Rencana siraegss Pesyzadilan Tinge: Maluku
Utara tahun 2025 - 2029, diumuskan susy kerangka pendanash menjadi 2 program
whim, vatn Program Peningkatan Memajemen Peradilan  Umam, Program
Pukungan Manaygemen don Pelaksansan Tugas Teknis Peradilan Umam dan
Program Peninghkatan Sarana dan Prasarana A parater Pécadilan Umum, veng disusun
ke dalam matriks kinesja dan pendanaan sebaga: berikut

RENSTHA MENGADILAN TVNG ST RAALLIKL LITARA, &3
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BABY
PENUTUP

Renstra Pengadilan Tinggl Maluku Utara periode 2023-2029 adalsh panduan pelak sinim
tupas dan fungs: Pengadilan Tinggt Maluke Utara untuk 5 tlima) tahun kedepan, Keberhasilan
pelaksanuan  Renstra  periode 20252020 ditentuban ol kespan  kelembagaan,
hetatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komiimen semug penpinan dan staf
Pengadilan Tinge Maluky Utara. Seban itu, ontuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra
periode 2025-2029 setiap tahun akan dilokukan evaluas Apabila diperlukan, dapar dilakuken
perubahan/revist muatan Renstra Pengadilan Tinggr Maluku Utarn periode 2025-2029 termasuk
indikator Kineanya vang  dilaksanskan sesual dengan mekamsme yang berlake dan tanpa
mengubah uen Pengadilan Tinggn Maluka Utara penode 2025-2029 vaitu meningkatkan
kinerja lembaga dan pegawsal dengan mengacy pada arsh kelijakan dan strategi Mahkamah
Agung R1.

Rensra Tohun 2025-202% Pengadilan Tingei Maluku Utarn, i dilakukan di awal tahun
2025 harus dijedikan acuan kerja bagi unit-unit kea i wilayah Pengadifan Tinggi Maluky
Utara sesuas dengan tugas pokok dan fungsinya masinz-masing Diharapkan semua unit kena
chiapat melaksanakannya dengan akuntabel serts senantiass berorientasi pada peningkatan knerga
fhetter performance) lembaga, unit kera dan kinerpa pegawai,

Demikian Rensira ini dibust selampuinys akan disdaken evaluasi dan direviu secan
berkala seliegp tahun sesiai dengan amana Undang-undang Momor 25 tahun 2004 ren g,

Sistem Perencamaan Pembangonan Nasional,

Sofifi, 13 Februfiy 2025

REWSTRA PENGADILAN TIRGGI MALLIELR LITAR A LY
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

NOMOR: 267 /KPT. W28-U/ RA1.3/1/2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025 - 2029

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2] Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional diatur  bahwa setiap
kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis
Kementrian/Lembaga vang sesuai dengan Rencana

Pembangunan :

. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun
2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementrian / Jlembaga tahun 2025-2029, semua
kementreian | lembaga wajib menyusun Renstra K/L
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L masing-masing.
Surat  Sekretaris Mahkamah Agung Rl  Nomor-
1505/SEK/OT1.6/XI1/2024 tanggal 24 Desember 2024
tentang penyusunan dan penyvampaian dokumen SAKIP,
yang mana salah satunya adalah Rancangan Renstra
2025-2029

. Bahwa  bherdasarakan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a, b dan ¢ diatas, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tentang Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Maluku Utara Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2009 tentang OCerubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,



Menetapkan

PERTAMA

2, Undang-Undang Momor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional::

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-
2025;

4, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Tahun 2025-2029,

3. Peraturan Menten Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penvusunan Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029:

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 2049 /SEK/SK/X11/2022 tanggal 27 Desember
2022  tentang Pedoman  Pelaksanaan Sistemn
Akuntabilitas Kinega di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Sadan Peradilan vang Berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TENTANG RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 2025-2020

Menetapkan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA):Tahun
2025-2029, vang berisi :

1. Visi Misi dan tujuan dari sasaran Strategis Pengadilan
Tinggi Maluku Utara.

2. Arah kebijakan dan Strategis, kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan Mahkamah Agung.

3. Arah kebijakan dan stateg Pengadilan Tinggi Maluluy
Utara.

4. Target kinerja dan kerangka pendanaan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara.



KEDUA + Rancangan rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku
Utara tahun 2025-2029 sebagaimana di maksud dalam
dictum kesatu menjadi dokumen perencanaan Strategis
Jangka menengah Pengadilan TinggiMaluku Utara untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai
dengan 2029,

KRETIGA : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku
Utara tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam
dictum satu digunakan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan rencana Strategis kerja
Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode 5 (lima) tahun
dihitung mulai tahun 2025-2029,

2. Acuan dalam penyusunan revia rencana Strategis
satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Maluku
Utara periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025
sampai tahun 2029 .

EEEMPAT t Seluruh satuan kerja di wilavah Hukum Pengadilan Tinggi
Maluku Utara wajib menyusun Rancangan rencana
Strategis tahun 2025-2029

KELIMA +  Pimpinan satuan kerja meenetapkan Fancangan Strategis
tahun 2025-2029 schagaimana dalam dictum Keempat

KEENAM

L2

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaila
sebagaimanga mestinva,

Ditetapkan di : Sofifi
Tanggal : 31 Januari 2023




